BUPATI BOMBAKA

PROVINKSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR |/ TAHUN 2020

TENTANG
RENCANA STRATEGIS

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Menimbang : a.
b.
C.
Mengingat ;1.

BUPATI BOMBANA,

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal
272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
maka perlu menetapkan Rencana Strategis
Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati
berpedoman pada RPJMD;

bahwa dengan diundangkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun
2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun
2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor
12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2
Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana
Tahun 2017-2022, perlu menetapkan Rencana
Strategis Perangkat Daerah,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan  Peraturan Bupati Bombana
tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);




Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Kclaka Utara di
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4339);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4310);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4849);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009
tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keiuarga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
161,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5080);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
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Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 6041) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia  Tahun 2015 Nomor 2036}
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan
Keiuarga Berencana Nasional Nomor
212/PER/B1/2015 Tentang Rencana Strategis
Badan Kependudukan dan Keiuarga Berencana
Nasional tahun 2015-2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
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Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka  Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70
Tahun 2019 tentang Sistem  Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447,

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor
13 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013-
2033;

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor
3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor
6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bombana
Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor
2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan
Jangka  Menengah Daerah Kabupaten
Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-
2022;

Peraturan Bupati Bombana Nomor Peraturan
Bupati Bombana Nomor 50 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

I




Bombana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017-2022.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bombana
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD
Kabupaten Bombana.

4. Bupati adalah Bupati Bombana.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu
Bupati Bombana dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bombana dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga
Berencana Kabupaten Bombana yang
selanjutnya disingkat Dinas Pengendalian
Penduduk dan KB adalah Perangkat Daerah
Kabupaten Bombana yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan daerah di bidang
pengendalian penduduk dan keiuarga
berencana sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Bupati Bombana Nomor 50 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keiuarga
Berencana Kabupaten Bombana.

7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang
sistematik untuk pemanfaatan sumber daya
vang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan
pemerataan pendapatan masyarakat,
kesempatan  kerja, lapangan  berusaha,
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan
publik dan daya saing Daerah sesuai dengan
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urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya.

Perencanaan pembangunan daerah adalah
suatu proses untuk menentukan kebijakan
masa depan, melalui urutan pilihan, yang
melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada dalam
jangka waktu tertentu di daerah.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan
Daerah adalah suatu proses pemantauan dan
supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan pembangunan serta menilai hasil
realisasi kinerja dan keuangan untuk
memastikan tercapainya target secara
ekonomis, efisien, dan efektif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak
dilantik sampai dengan berakhirnya masa
jabatan Bupati Bombana.

Rencana Strategis Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Bombana yang selanjutnya disingkat Renstra
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga
Berencana adalah dokumen perencanaan Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keiuarga
Berencana Kabupaten Bombana untuk perode
5 {lima) tahun.

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana
yang selanjutnya disingkat Renja adalah
dokumen rencana  Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten
Bombana yang memuat program dan kegiatan
yvang diperlukan untuk mencapai sasaran
pembangunan.

Kerangka Pendanaan adalah analisis
pengelolaan keuangan Daerah untuk
menentukan sumber-sumber dana yang
digunakan dalam pembangunan, optimalisasi
penggunaan sumber dana dan peningkatan
kualitas  belanja dalam membiayai
penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam
upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah
serta target pembangunan nasional.

Permasalahan Pembangunan adalah
kesenjangan antara kinerja pembangunan yang
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dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan
kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di
masa datang dengan kondisi riil saat
perencanaan dibuat.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang
harus diperhatikan atau dikedepankan dalam
perencanaan pembangunan Daerah karena
dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan
karakteristik  bersifat penting, mendasar,
mendesak, berjangka menengah/panjang, dan
menentukan pencapaian tujuan
penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa
yang akan datang.

Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-
upaya yang akan  dilaksanakan untuk
mewujudkan visi.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam janga waktu 5
(lima) tahunan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang
menggambarkan tercapainya tujuan, berupa
hasil pembangunan daerah/perangkat daerah
yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcame)
program perangkat daerah.

Strategi adalah langkah yang berisikan program-
program  sebagai  prioritas = pembangunan
daerah/perangkat daerah untuk mencapai
sasaran.

Arah kebijakan adalah kerangka pikir atau
kerangka kerja untuk menyelesaikan
permasalahan pembangunan dan mengantisipasi
isu strategis daerah/perangkat daerah yang
dilaksanakan secara bertahap sebagai
penjabaran strategi.

Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus
penyelenggaraan  pemerintah daerah yang
dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai
sasaran RPJMD,

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat
Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu
atau lebih kegiatan dengan menggunakan
sumber daya yang disediakan untuk mencapai
hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan
fungsi.

Program Pembangunan Daerah adalah program
strategis daerah yang dilaksanakan oleh
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Perangkat Daerah sebagai instrumen arah
kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian
aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam rangka mencapai hasil (uotcome)
suatu program.

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/ dampak
dari kegiatan/program/sasaran sehubungan
dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi
sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu
kegiatan, program atau sasaran dan tujuan
dalam bentuk keluaran {output), hasil {outcome),
dampak (impact).

Keluaran (output)] adalah suatu produk akhir
berupa barang atau jasa dari serangkaian proses
atas sumber daya pembangunan agar hasil
(outcome) dapat terwujud.

Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin
dicapai atau dipertahankan pada penerima
manfaat dalam periode waktu tertentu yang
mencerminkan  berfungsinya keluaran dari
beberapa kegiatan dalam satu program.

Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin
diubah berupa hasil pembangunan/layanan
yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome)
beberapa program.

Musyawarah perencanaan pembangunan
yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah
forum antar pemangku kepentingan dalam
rangka menyusun rencana pembangunan
Daerah.

Forum Perangkat Daerah merupakan forum
sinkronisasi pelaksanaan urusan
pemerintahan Daerah untuk merumuskan
program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya
disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata
ruang yang merupakan penjabaran strategi
dan arahan kebijjakan pemanfaatan ruang
wilayah nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota kedalam struktur dan pola
pemanfaatan ruang wilayah.

Rencana  Perlindungan dan  Pengelolaan
Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat
RPPLH adalah perencanaan tertulis yang
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(1)

memuat potensi, masalah lingkungan hidup,
serta upaya perlindungan dan pengelolaannya
dalam kurun waktu tertentu.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang
selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah
rangkaian analisis yvang sistematis,
menyeluruh, dan partisipatif untuk
memastikan bahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan telah menjadi dasar dan
terintegrasi dalam pembangunan suatu
wilayah  dan/atau kebijakan, rencana,
dan/atau program.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang
selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan
informasi pembangunan daerah, informasi
keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan
Daerah lainnya yang saling terhubung untuk
dimanfaatkan dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah.

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya
sadar dan terencana yang memadukan aspek
lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke
dalam strategi pembangunan untuk menjamin
keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan,
kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup
generasi masa kini dan generasi masa depan.

Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Tahun 2017-2022
merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun
2017-2022.

Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi pedoman dalam penyusunan Renja
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga
Berencana.

BAB III
MUATAN DAN SISTEMATIKA RENSTRA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

Pasal 3

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keiuarga Berencana Tahun 2017-2022
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)




(2)

(3)

memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadl kewenangan daerah di
bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana , yang disusun berpedoman kepada RPJMD
dan bersifat indikatif.

Pencapaian sasaran, program, dan Kegiatan
pembangunan dalam Renstra sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian
sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang
ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan
Perempuan,Perlindungan Anak dan  Keiuarga
Berencana Provinsi untuk tercapainya sasaran
pembangunan nasional dan provinsi.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keiuarga Berencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai
berkut:

Bab I : Pendahulun
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat
Daerah

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur
Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat

Daerah
Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis
Perangkat Daerah
3.1 Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan
Program Bupati dan Wakil
Bupati

3.3 Telaahan Renstra K/L dan
Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang
Wilayah dan Kajian Lingkungan
Strategis




3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV : Tujuan dan Sasaran

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta
Pendanaan

Bab VII  :Kinerja Penyelenggaraan Bidang
Urusan

Bab VIII : Penutup

(4) Renstra Dinas Perhubungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3} tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 20 Jaroatt 2020

PARAF KOORDINASI
UHIT/SATUAN KERJA | PARAF
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Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 290 J&sv s 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

. BEANGGA HARIANTO







RENSTRA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2017 -2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah rasa syukur yang selalu kita panjatkan
kehadirat Allah SWT vyang telah melimpahkan Taufigq, Rahmat, Hidayah serta
InayahNya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun dokumen Rencana
Strategis Tahun 2017-2022 Program — Program Pemerintah Daerah khususnya dalam
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana.

Penyusunan Rencana Strategis ini pada satu sisi mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPIMD ) Kabupaten Bombana Tahun
2017-2022. Pada sisi lain juga memperhatikan potensi, peluang, kendala dan kemampuan
anggaran yang tersedia. Oleh karena itu Renstra ini sebagai pedoman kerja bagi Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana, juga memberikan
orientasi pada hasil yang ingin dicapai, dengan mengutamakan akuntabilitas kinerja yang
dapat dipertanggung jawabkan dan pelaksanaannya selalu berkesinambungan.

Arah kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga
Berencana Kabupaten Bombana yaitu penduduk tumbuh seimbang menuju keiuarga
berkualitas, sumber daya yang bermutu dan keiuarga yang lebih sejahtera.

Kami menyadari bahwa keberhasilan program untuk mewujudkan visi dan misi
tersebut adalah merupakan komitmen bagi Pemerintah Daerah dan semua pihak
yang mendukung program Pembangunan khususnya pada Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keiuarga Berencana, sedangkan apabila ada kekurangan adalah merupakan
ketidak sempurnaan kami dalam mengembantugaspokokdanfungsi

Demikian materi Renstra yang kami susun untuk dijadikan pedoman dalam
kegiatan selama tahun 2017 - 2021 agar dapat bermanfaat dalam Program Pembangun
Kabupaten Bombana

Rumbia, Oktober 2019

KEPALA DINAS PEGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA ‘

~5i 8 DrsaH. ABUDUL AZIS, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 1965123 1 199401 1 009

Hali

|




RENSTRA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2017 - 2021

DAFTAR 1S1
KATA PENGANTAR. ........oveoeeievoeeoeeeoese oo eeseeeseeeseeeee oot vss e eess e oo ;
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

A. Pengertian Renstra

Menurut Kerzner Perencanaan Strategis (Strategic Planning) adalah sebuah
alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan
proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah
petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka
bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan.

Rencana strategis ini dalam pemerintahan lebih dikenal dengan nama
Rencana Pembangunan Daerah. Ada 3 jenis rencana pembangunan daerah yang
disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPIPD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah atau RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode
5 (lima) tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya atau
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, maka kepada seluruh Daerah dalam menyusun RPJMD nya agar
berpedoman kepada regulasi tersebut, kemudian untuk daerah yang telah
menyusun RPIJMD sebelumnya agar membuat revisi sesuai pedoman penyusunan
yang tercantum didalamnya

RPIMD ini yang kemudian menjadi dasar bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah
untuk menyusun Revisi Rencana Strategis atau Renstra, Rencana Kerja (Renja) dan
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah yang akan digunakan sebagai

dasar pelaksanaan dan evaluasi program. Dengan kata lain, revisi Renstra Dinas
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Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana tahun 2017-
2022 merupakan penjabaran dari Revisi RPJMD Kabupaten Bombana tahun 2017-
2022 untuk mencapai visi pembangunan jangka menengah yaitu mewujudkan
bombana sejahtera (Munajah) 2017-2022,
B. Fungsi Revisi Renstra
Sebagai suatu dokumeﬁ perencanaan, maka Renstra Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana berfungsi untuk

memberikan panduan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 tahun (tahun

2020-2022) yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta isu

strategis dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

C. Proses Penyusunan Renstra
Sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran RPIMD

Kabupaten Bombana, maka penyusunan sasaran dan indikator kinerja dalam

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten

Bombana adalah untuk mendukung pencapaian visi dan misi bupati dan wakil

bupati terpilih sesuai dengan tupoksi dan isu strategis yang ada di Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana.

D. Keterkaitan Renstra dengan Doukuman Lainnya

Hubungan Revisi Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana

Kabupaten Bombana tahun 2017— 2022 dengan dokumen lainnya adalah :

1. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten
Bombana disusun dengan berpedoman pada Revisi RPJMD Kabupaten Bombana
tahun 2017 - 2022 dengan memperhatikan RPIM Nasional, RPIMD Propinsi
Sulawesi Tenggara, RPJPD Kabupaten Bombana, RTRW Kabupaten Bombana,
dan RKPD Kabupaten Bombana

2. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten
Bombana akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan dan

Rencana Kerja Anggaran SKPD

1.2 LANDASAN HUKUM

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana Tahun 2017 — 2022 ini disusun atas dasar

landasan idiil Pancasila dan landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara
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Republik Indonesia tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi seluruh
ketentuan peraturan perundang-undangan vyang berkaitan langsung dengan

pembangunan nasional khususnya di Kabupaten Bombana, yaitu :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

¢. Undang-undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keiuarga;

d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;,

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand
Design Pembangunan Kependudukan;

h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Darah Kabupaten Bombana
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Peraturan Bupati Bombana Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana tahun 2020-2022 dimaksudkan untuk

memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan

serta indikator kinetja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana

Kabupaten Bombana.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Revisi Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana tahun 2017 - 2022 adalah untuk :

1.

Menjamin  keselarasan antara tujuan dan sasaran  pembangunan
Pemerintah Kabupaten Bombana dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana, sehingga akan bermanfaat bagi proses
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana;

. Sebagai pedoman bagi seluruh Bagian di lingkungan Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana dalam penyusunan
Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten

Bombana yang memuat program dan kegiatan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penyusunan revisi RENSTRA Dinas Penegendalian

Penduduk dan Keiuarga Berencanan Kabupaten Bombana tahun 2017 - 2022 adalah

sebagai berikut :

» BAB I PENDAHULUAN,

1.1. Latar Belakang,
1.2. Landasan Hukum,
1.3. Maksud dan Tujuan,

1.4. Sistematika Penulisan.
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BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BOMBANA,

2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan
Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana,

Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keiuarga Berencana
Kabupaten Bombana,

Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keiuarga Berencana
Kabupaten Bombana,

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian
Penduduk Dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana.

BAB III PERMASALAAN DAN ISU-ISU  STARTEGIS  DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BOMBANA,

3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas
Pengendalian Penduduk Dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana,
Telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Bombana,
Telaahan Renstra BKKBN dan Renstra Provinsi,

Telaahan RTRW dan KLHS,

Penentuan Isu Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, berisi

4.1.

Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keiuarga
Berencana Kabupaten Bombana

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF,

BAB VII KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP
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BAB I1

GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOMBANA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana

a. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 50 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Ordanisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana, bahwa tugas
pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana
yaitu : “ Membantu Bupati menyelesaikan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengendalian penduduk dan

keivarga berencana.”

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana mempunyai

fungsi yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian kuantitas penduduk dan
keiuarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keiuvarga

2. Pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengendalian
kuantitas penduduk dan keiuarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan
keiuarga

3. Pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas
penduduk

4. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian kuantitas penduduk

5. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas
penduduk dan keiuarga berencana

6. Pelaksanaan dan pendayagunaan tenaga penyuluh keiuarga berencana/petugas
lapangan keiuarga berencana dan kader keiuarga berencana

7. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat
kontrasepsi

8. Pelaksanaan pelayanan keluarga berencana
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9. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi
kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber-KB,
pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keiuarga

10.Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

Pada Umumnya Susunan Organisasi adalah suatu gambaran tentang
hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu dengan cara
menetapkan hubungan antar pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga
memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta

tanggung jawab dalam hubungan kerjasama antar satu dengan lainnya.

b. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana
Kabupaten Bombana ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Darah
Kabupaten Bombana dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 50 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana. Susunan
Organisasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten

Bombana sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris, yang membawahi 2 sub bagian, meliputi :
a. Sub Bagian Perencanaan danKeuangan
b. Sub Bagian Tata Usaha

3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, yang
membawahi 3 Seksi :
a. Seksi Advokasi dan Penggerakan,
b. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB
c. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keiuarga

4. Kepala Bidang Keiuarga Berencana, yang membawahi 3 Seksi :
a. Seksi Distribusi Alkon,
b. Seksi Jaminan Pelayanan KB,
¢. Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB

5. Kepala Bidang Ketahanan dan Keiuarga Sejahtera, yang membawahi 3 Seksi;
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a. Seksi Pemberdayaan Keiuarga Sejahtera,
b. Seksi Bina Ketahanan Keiuarga Balita, Anak dan Lansia
¢. Seksi Bina Ketahanan Remaja

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelas dari Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana, maka dapat dilihat pada skema berikut ini

a. Sekretariat

Sekretariat di pimpin oleh seorang sekertaris yang dalam melaksanakan tugas
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretaris
mempunyai tugas :

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas,pembinaan dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana;

Sekretaris membawahi :

- Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan ;

- Sub. Bagian Tata Usaha ;

1. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan, dipimpin oleh seorang kepala Sub.
Bagian Perencanaan dan Keuangan yang dalam melaksanakan tugas dibawah
dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub.Bagian Perencanaan
mempunyai tugas melaksanakan melakukan koordinasi penyusunan rencana
program dan anggaran serta melakukan administrasi keuangan, pengelolaan
barang milik negara serta sarana program Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Bombana.

2. Sub. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala Sub. Bagian tata Usaha
yang dalam melaksanakan tugas dibawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris. Sub.Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian
dukungan administrasi ketatausahaan, kerumah tanggaan, kepegawaian, arsip
dan dokumentasi.

b. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan

Penggerakan
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Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi,
Edukasi dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis
dibidang pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan

penggerakan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi,

Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan Kebijakan teknis Daerah Bidang pengendalian penduduk, sistem
informasi keiuarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang Pengendalian
Penduduk dan Keiuarga Berencana;

b. Pelaksanaan kebijakan Teknis daerah Bidang pengendalian Penduduk, sistem
informasi keiuarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang Pengendalian
Penduduk dan Keiuarga Berencana;

¢. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria Bidang pengendalian Penduduk,
sistem informasi keiuarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang
Pengendalian penduduk dan Keiuarga Berencana

d. Pelaksanaan pemaduan dan singkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam
rangka pengendalian kuantitas penduduk;

e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;

f. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi
kemasyarakatan tingkat Daerah bidang pengendalian penduduk dan Keiuarga
Berencana;

g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang pengendalian Penduduk, sistem
informasi keiuarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang Pengendalian
Penduduk dan Keiuarga Berencana;

h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas di Bidang pengendalian Penduduk, sistem
informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang Pengendalian
Penduduk dan Keiuarga Berencana;

i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala dinas sesuai dengan tugas dan
fungsunya;

Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi,

Edukasi dan Penggerakan terdiri atas :

a. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
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b. Seksi Penyuluhan dan Pedayagunaan Penyuluh keiuarga Berencana/ Petugas

lapangan keiuarga Berencana dan kader Keiuarga Berencana; dan
c. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keiuarga.

Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian

Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Penggerakan.

1) Seksi Advokasi dan penggerakan mempunyai tugas Menyiapkan bahan pembinaan,
pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan
kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemantauan dan penggerakan

2) Seksi penyuluhan dan Pedayagunaan Penyuluh keiuarga berencana/Petugas
lapangan keiuarga Berencana dan kader Keiuarga Berencana mempunyai tugas
menyiapkan bahan pembinaan pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi
pendayaguna Keiuarga Berencana/ Petugas lapangan Keiuarga Berencana dan
Kader Keiuarga Berencana.

3) Seksi Pengendalian penduduk dan Informasi keiuarga mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan
evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keiuarga.

Bidang Keiuarga Berencana

Bidang Keiuarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan
teknis bidang Keiuarga Berencana daerah Kabupaten, Bidang Keluarga

Berencana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam  melaksanakan  tugas Bidang  Keiuarga Berencana

menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis daerah kabupaten Bidang Keiuarga Berencana;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah kabupaten Bidang Keiuarga Berencana ;

c. Pelaksanaan Penyelenggaraan Norma standar prosedur dan kriteria bidang

Keiuarga Berencana;

d. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian

alat dan obat kontrasepsi daerah Kabupaten;
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. Pelaksanaan pelayanan Keiuarga Berencana daerah Kabupaten,

Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-Keluarga Berencana daerah

kabupaten,

. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang Keiuarga Berencana;
. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas bidang Keiuarga Berencana;

. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Bidang keluarga berencana terdiri atas :

d.

Seksi Pengendalian dan Pendistribusian alat dan alat kontrasepsi, mempunyai
tugas Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta
pemantauan dan evaluasi pengendalian dan Pendistribusian alat dan alat

kontrapsepsi daerah Kabupaten;

. Seksi Jaminan Pelayanan keiuarga berencana, mempunyai tugas penyiapan

bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma,
standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan

pelayanan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten;

. Seksi Pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-Keluarga Berencana,

mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan dan peningkatan kesertaan

ber-Keluarga Berencana;

Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Keiuarga

Berencana.

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keiuarga mempunyai tugas

melaksankan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keiuarga.

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keiuarga dipimpin oleh Kepala Bidang yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
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Dalam melaksankan tugas Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan

keiuarga menyelenggarakan fungsi :

d.

Perumusan kebijakan teknis Daerah kabupaten Bidang Ketahanan dan

Kesejahteraan keiuarga;

. Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan kriteria Bidang Ketahanan dan

Kesejahteraan keluarga;

Pelaksanaan kebijakan teknnis Daerah Kabupaten di bidang bina keiuarga
Balita;

. Pelaksanaan kebijakan teknis Daerah Kabupaten dibidang Pembinaan

Ketahanan Remaja;

. Pelaksanaan kebijakan teknis Daerah Kabupaten dibidang Bina Keivarga

Lansia dan rentan;

Pelaksanaan kebijakan teknis Daerah Kabupaten dibidang Pemberdayaan

keivarga sejahtera melalui pembinaan mikro keiuarga;

. Pemantauan dan evaluasi bidang ketahanan dan kesejahteraan keiuarga;

. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas bidang kesejahteraan dan ketahanan

Keiuarga;

Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan

. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keiuarga terdiri atas :

d.

Seksi Pemberdayaan Keiuvarga Sejahtera, mempunyai tugas menyiapkan
bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma,
standar dan kriteria serta pemantauan dan evaluassi pembinaan Ketahanan

Keluarga balita, anak dan lansia;

. Seksi Bina Ketahanan keiuarga balita, Anak dan lansia, mempunyai tugas

melakukan menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, norma, standar prosedur dan kriteria serta pemantauan dan

evaluasi pembinaan Ketahanan Keiuarga balita, Anak dan lansia; dan
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c. Seksi Bina Ketahanan Remaja, mempunyai tugas menyiapkan bahan
pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar,
prosedur dan Kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan Ketahanan

remaja.

Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Keiuarga

Berencana.

Unit Pelaksana Teknis Dinas

UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas secara operasional di
lapangan, unit Pelaksana Teknis Dinas di pimpin oleh seorang kepala UPTD
yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

UPTD dilengkapi dengan tata usaha dan jabatan fungsional yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
namun pada saat Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2016 di undangkan sampai
saat penyusunan RENSTRA ini belum terbentuk UPTD Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keiuarga Berencana. Ketentuan mengenai pembentukan UPTD
diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara

tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga

Berencana Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut :
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Gambar 2.1.
Bagan Struktur Organisasi

Dinas pengendalian penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana
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2.2. Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana
Kabupaten Bombana
Dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana sangat diperiukan adanya Sumber daya
manusia selain itu tidak kalah pentingnya adalah asset yang berupa Peralatan dan

Perlengkapan.
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Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten

Bombana Berdasarkan Penempatan Dalam Jabatan

F\lo. Penempatan Dalam Jabatan Jumlah Pegawai
| 1 [ Kepala Dinas 1 orang
’. _—
| 2 | Sekretariat 6 orang
3 | Bidang Pengendalian penduduk, 2 orang
Penyuluhan dan Penggerakan
4 i Bidang Keiuarga Berencana 3 orang
I Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan 5 orang
keiuarga
1 _ o B
TG Kelompok jabatan fungsional 23 Orang
|7 | Tenaga Magang / PHTT (Staf) 7 orang _“
8 | Tenaga Magang / PHTT (Petugas Lapangan "~ 90 orang -
KB) |
Jumlah 144 orang

Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha per 1 Oktober 2017.

Tabel 2.2. Klasifikasi Pegawai Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Bombana Berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO. PENDIDIKAN L 3 JUMLAH
I” | PNS 26 14 40
1. |82 2 1
2. | S1 + Profesi 17 5 21
3. |D3 0 1 1
4. | D1 0 0
| 5. |SMA ) 7 7 12
e SMP 0 0 1
| Il | KONTRAK 104
iﬁ JUMLAH 134

Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha per 1 Oktober 2017.

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pegendalian Penduduk dan Keiuarga
Berencana Kabupaten Bombana apabila dilihat dari jenjang pendidikan merupakan

sumber daya manusia yang diharapkan dapat melaksanakan tugas pokok dan
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2.3.

fungsinya sebagai pendukung pelaksanaan Program Nasional Kependudukan

Keiuarga Berencana

dan

Tabel 2.3. Sarana dan Prasarana pada Dinas pengendalian Penduduk dan
Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana

‘;rN_o Jenis Sarana dan Prasarana Luas / Jumlah Status

’_ 1 | Luas Lahan | M2 Hak Milik

| 2 | Luas Bangunan 108 M2 Hak Milik
3 | Ruang Rapat Utama 1 Unit Hak Milik
4 Kendaraan Dinas/Operasional 3 Unit ok Ml

Roda 4

5 Kendaraan Dinas Roda 2 102 Unit Hak Milik

f 6 | Komputer PC + Printer 2 Unit Hak Milik

| 7 | Komputer Note Book (Laptop) 54 Unit Hak Milik

| 8 | Kursi Kerja 39 Unit Hak Milik

I 3 Unit Hak Milik
101V 1 Unit Hak Milik
i1 | Meja Kerja 19 tUnit Hak Milik

i

Kinerja Pelayanan SKPD
1. Capaian Kinerja 2012 sampai 2016

SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana baru terbentuk
sebagai SKPD tersendiri pada Januari 2017 berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Darah Kabupaten Bombana dimana sebelumnya bidang Keiuarga
Berencana masih menjadi bagian dari SKPD Dinas Kesehatan. Namun demikian
selama 5 (lima) tahun terakhir Pelayanan yang telah diberikan kepada
masyarakat Kabupaten Bombana sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi Bidang
Keiuarga Berencana, kinetjanya dapat dilihat dari

beberapa pencapain

selama ini sebagat berikut :
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a. Hasil Pelayanan Peserta KB Baru
Berdasarkan Pencatatan dan Pelaporan yang dikembangkan bidang Keiuarga
Berencana dapat diketahui peserta KB baru dapat disampaikan tabel
berikut :
Tabel 2.4, Hasil Pencapaian Peserta KB Baru

Tahun IUD } MOP | MOW | IMP | Suntik Pil Kondom | JML
2012 8 - 5 705 | 3.245 | 2619 220 6.802
2013 14 4 10 857 | 3.407 | 2.867 248 7.405
2014 23 3 16 | 1.039 | 3.654 | 3.130 276 8.141
| 2015 24 - 17 | 1.144 3813 | 3.320 327 8.645 |
| 2016 26 - 23| 1.276 | 4.063 | 3579 | = 433 9.400 |

Sumber : Rekap Laopran Bidang KB 2017

b. Hasil Pembinaan Peserta KB Aktif

Perkembangan hasil pembinaan peserta KB aktif (kumulatif) di
Kabupaten Bombana dari tahun 2012 sampai tahun 2016 dapat disampaikan
pada tabel berikut:

Tabel 2.5. Hasil Pembinaan Peserta KB Aktif

Tahun Iub | MOP | MOW | IMP Suntik Pil Kondom |JML

2012 31 - 24 2.300 10.725 7.522 425 21.027
2013 42 4 32 2,381 10.541 8.154 574 21.728
2014 48 7 44 2421 10.027 9.321 583 22,451
2015 51 7 51 2.513 10.075 9.878 627 23.200
2016 52 7 54 2,531 10.368 10.247 715 23.947 |

Capaian kinerja Bidang Keiuarga Berencana pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Bombana berdasarkan sasaran/target Renstra periode 2012 - 2016,
menurut SPM, danfatau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah akan

dijabarkan pada tabel berikut ini :
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Tabe 2.6

Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan dan kelaurga Berencana Kabupaten Bombana

Indikator Kinerja
Sesuai Tugan dan Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke-
No Fungsi Perangkat Target
Daerah IKK
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
1 Capaian PB
IUD 10 17 27 28 0 8 14 23 24 26 80 82,35 85,18 85,71 86,66
MOP 0 0 0 0 0 0 4 3 4] 0
MOw 6 12 19 20 26 5 10 16 17 23 83,33 83,33 84,21 85 88,46
Implan 843 1013 1212 W 1320 1445 705 857 1039 1144 1276 83,62 84,60 85,72 86,66 88,30
Suntik 3889 4046 4229 4402 4604 3245 3407 3654 3813 4063 83,44 84,20 86,40 86,61 88,24
Pil 3211 3427 3678 3775 3966 2619 2867 3130 3320 3579 81,56 83,65 85,10 87,94 90,24
Kondom 266 290 322 376 478 220 246 L 276 327 433 82,70 84,82 85,71 86,96 90,58
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Capaian PA

1UD 41 55 62 65 66 31 42 48 51 52 75,60 76,36 | 7741 78,46 | 78,78

MOP 0 4 7 7 7
MOW 32 42 57 66 69 24 32 44 51 54 75 76,19 77,19 77,27 | 78,26
Implan 3076 3144 3171 3230 3233 2300 2381 2421 2513 2531 74,77 75,73 | 76,34 77,80 | 78,28
Suntik 14455 | 14000 | 13100 | 12980 | 13220 | 10725 | 10541 | 10027 | 10075 | 10368 | 74,19 75,29 | 76,54 77,61 78,42
Pil 10000 | 10666 | 12002 | 12600 | 12909 7522 8154 9321 9876 10247 | 75,22 7644 | 77,66 78,38 1 79,37
Kondom 560 751 747 788 890 425 574 583 627 715 75,89 7643 | 78,04 79,56 80,33
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2. Evaluasi Kinerja 2012 sampai 2016
SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana baru terbentuk
sebagai SKPD tersendiri pada tahun 2017 yang dimana sebelumnya urusan
Keiuarga Berencana masih merupakan bagian dari urusan Perangkat daerah
bidang Kesehatan, sehingga indikator yang di bebankan pada saat itu adalah
capaian peserta KB Baru dan Peserta KB Aktif. Melihat hasil capaian pada tabel
tersebut diatas, rata-rata capaian dari tahun 2012 smpai 2016 mencapai 80
sampai 90 persen.
Dari tabel 2.6 dapat terlihat bahwa sampai dengan tahun 2016, dari 2 (dua)
indikator kinerja, telah mencapai target tahunan/RPIMD yaitu
» Indikator Cakupan Peserta KB Baru mencapai 80-90%
» Cakupan Peserta KB Aktif Mencapai 70-80 %

Secara lebih rinci berikut adalah analisis penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja :

a. Cakupan Peserta KB Baru yaitu Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang baru
menjadi peserta KB untuk pertama kalinya atau sebelumnya pernah
mengunakan kontrasepsi yang di antarai dengan kelahiran. Setelah dilihat
tabel diatas pada tahun 2012 sampai 2016 hasil yang dicapai sudah
melampaui target, keberhasilan ini tidak lepas dari peran Penyuluh Keiuarga
Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keiuarga Berencana (PLKB) di tingkat
bawah dengan melakukan kegiatan penyuluhan dan pelayanan kontrasepsi
secara terpadu dan bekerjasama dengan mitra kerja terkait seperti dokter,
bidan dan tenaga teknis lainnya.

b. Cakupan Peserta KB Aktif yaitu Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang
masih aktif menggunakan kontrasepsi sampai tahun berjalan. Jumlah
kumulatif ini menunjukkan angka pemakai kontrasepsi di kabupaten Bombana.
Keberhasilan capaian ini juga tidak lepas dari peran PKB dan PLKB di tingkat
lapangan.

3. Capaian Kinetja Anggaran SKPD Tahun 2012 sd 2016
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-

Gambaran anggaran dan realisasi pendanaan bidang Keiuarga Berencana pada
Dinas Kesehatan dan Keiuarga Berencana selama tahun 2012 sampai 2016, dapat
dilihat pada tabel berikut ini :
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Tabet 2.7

Anggaran dan Reallsasl Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana

Anggaran Pada Tahun ke- _ Rasio Antara Relalisasi dan
Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- (Rp.)
(Rp.) Penganggaran Tahun ke-
Uraian S | —— — e R
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

Praogram Keluarga Berencana - . | o
. 1333424 | 277825 | 172700 | S07,110 | 1233424 | 21725 | 16600 | sorses | 000 100 100) 8645|9828
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2.4. Tantangan dan Peluang Pemgembangan Pelayanan SKPD

Pada umumnya, permasalahan yang ada di Dinas Pegendalian Penduduk

dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana juga merupakan sasaran yang

termuat dalam Renstra Badan Kependudukan dan Keiuarga Berencana Nasional dan

sasaran yang termuat dalam Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keiuarga Berencana Provinsi Sulawesi
Tenggara. Sasaran BKKBN dan BP3AKB adalah sebagai berikut :

Menurunnya Angka Kelahiran Tota! (TFR)

Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern

Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi
Jangka Panjang (MKJP)

Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi

Meningkatnya Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan

Meningkatnya keberdayaan keiuarga dari balita sampai lansia

Berdasarkan analisis internal dan eksternal maka tantangan yang dihadapi

oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana

dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1.

Masih Kurangnya data base yang dimiliki pada masing-masing sektor, sehingga
menyulitkan dalam penyusunan program Pengendalian Penduduk dan KB
Kabupaten Bombana. Ha!l ini terkait dengan masih lemahnya ketersediaan data
mutakhir dari dinas/instansiflembaga itu sendiri.

Sarana Prasana kelembagaan yang beium maksimal

Masih adanya beberapa formasi jabatan struktural yang belum terisi
(sebagaimana tercantum dalam Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk
dan KB Kabupaten Bombana Berdasarkan Penempatan Dalam Jabatan seperti
pada tabel 1 diatas).

Rasio Petugas Penyuluh KB Lapangan sehingga 1 PKB/PLKB menangani rata-rata
5 desa,

Cakupan MKIP yang masih perlu ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan
pencapaian Peserta KB Aktif
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6.

7.

Peningkatan kualitas kelompok kegiatan yang terkait dengan revitaslisasi
pembinaan kelompok kegiatan, metode dan sarana untuk melakukan KIE
(komunikasi, infromasi dan edukasi); dan

Penguatan advokasi dan kerjasama lintas sektoral, baik iembaga

pemerintah maupun swasta.

Dengan beberapa tantangan pelayanan tersebut diatas, juga ada

peluang yang dapat dimafaatkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana, yaitu :

1.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keiuarga, Peraturan Daerah
Bombana Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bombana dan Peraturan Bupati Bombana No 50 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Oerganoisasi tugas dan fungsi serta tata kerja
Dinas Pengendalian Peduduk dan KB, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana diberi tugas dan tanggung jawab
untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan program
KB Nasional. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keiuarga Berencana mempunyai fungsi dalam  pelaksanaan  advokasi,
penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi, koordinasi, pemantauan
dan evaluasi, serta pembinaan.

Komitmen pemerintah yang semakin tinggi terhadap pembangunan
kependudukan dan KB yang ditunjukkan dengan dijadikannya program KB
menjadi bagian dari prioritas nasional yang dalam RPJMN 2015- 2019.
Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukung kebijakan
Kependudukan Keiuarga Berencana dan Pembangunan Keiuarga di Kabupaten
Bombana

Memiiiki potensi pembinaan kegiatan di wilayah melalaui tenaga Petugas
Lapangan KB, kader KB dan kelompok kegiatan;

Pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana fasilitas faskes KB melalui
dana DAK

Dari tantangan dan peluang yang dijabarkan diatas, maka Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana membutuhkan

pelayanan sebagai berikut :
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Program Pengendalian Penduduk

Dengan fokus pelayanan pada :

a) Pemutakhiran Data Keiuarga

b) Sinkronisasi Kegiatan Lintas Sektoral dengan Mitra Kerja Terkait

c) Penyebarluasan Informasi Keiuarga Berencana

d) Pelaksanaan Integrasi Program KKBPK dan Program Pengembangan Lainnya
di Kampung KBPembinaan Lomba Kesatuan Gerak PKK KKBPK Kesehatan

e) Pembinaan Program KB bagi Masyarakat oleh Kader

f) Pelaksanaan Lomba KB Lestari,Poktan Mandiri,PLKB Teladan, Kampung KB
dan Gerak PKK Kesehatan

g) Bimbingan Terpadu Penyuluh Lapangan KB

h) Pengadaan Sarana Prasarana Pendataan

Program Keiuarga Berencana

Dengan fokus pelayanan pada :

a) Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan KB

b) Pengelolaan Media KIE dan Managemen BOKB

c) Pengadaan Sarana Penyuluhan KB

d) Pengadaan Sarana Prasarana Petugas KB

e) Pengadaan Sarana Prasarana Transportasi KB

Program Pelayanan Kontrasepsi

Dengan fous pelayanan pada :

a) Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi oleh Tim Keiuarga Berencana Keliling
(TKBK)

b) Pengadaan Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON) dan Side Effect Kontrasepsi

c) Penyelenggaraan Kegiatan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi

d) Pelayanan Konseling KB

e) Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan KB

f) Pengadaan dan Pengembangan Aplikasi Pelayanan Kontrasepsi

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keiuarga

a) Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keiuarga di Kecamatan

b) Pelaksanaan pembinaan kegiatan POKTAN di Desa

¢) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelompok Bina Keiuarga

d) Sosialisasi Bina Keiuarga Balita Holistik Integratif (BKB-HI)
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BAB I1I

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana

Jumlah dan kualitas SDM aparatur yang dimiliki oleh Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana untuk
melaksanakan tugas-tugas administrasi perkantoran, perencanaan, dan teknis
pelaksanaan bidang masih rendah. Kompetensi teknis SDM tenaga-tenaga
fasilitator masih memerlukan kerja keras karena saat ini kondisinya masih
sangat rendah sehingga masih memiliki keterbatasan dalam melakukan upaya
fasilitasi peningkatan kualitas SDM SKPD dalam rangka penyusunan rencana
dan anggaran yang responsif, Penguatan dan pembinaan stakeholders (SKPD,
Lembaga dan Masyarakat) dalam rangka advokasi dan sosialisasi
Kependudukan dan Keiuarga Berencana (KKB).

Selain dari permasalahan internal diatas, Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana dalam implementasi
tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan pengendalian penduduk
dan keiuarga berencana masih terdapat permasalahan eksternal dimana
identifikasi permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yaitu sebesar 3,19

2. Masih tingginya angka rata rata jumlah anak per keiuarga yaitu diatas 3,0

3. Masih perlunya peningkatan Rasio akseptor KB

4, Masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders terhadap
Program Kependudukan, Keiuarga Berencana, dan Pembangunan
Keiuarga (KKBPK), yaitu terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan
program dan penganggaran;

Sarana Prasana kelembagaan yang belum maksimal

6. Belum optimalnya ketersediaan dan distribusi alokon di fasilitas
kesehatan (faskes)/klinik pelayanan KB.

7. Aktifitas kegiatan kelompok ketahanan keiuarga BKB dan BKR dilihat dari
tingkat pelaporan kegiatan masih rendah, demikian juga dengan tingkat
kehadiran keiuarga yang aktif mengikuti pertemuan untuk BKB masih
kurang mempunyai peran dan posisi penting baik dalam upaya
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menyukseskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana

maupun pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana itu sendiri.

Kelompok Kegiatan/Poktan, yang terdiri dari: Bina Keiuarga Balita (BKB),

Bina Keiuarga Remaja (BKR), Bina Keiuarga Lansia (BKL) dan Usaha

Peningkatan Pendapatan Keiuarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal

dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya ber-
KB/pelestarian Peserta KB Aktif (PA);

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat
Daerah
No | Masalah Pokok Masalah | Akar Masalah }
| _ - _
1 | Laju Pertumbuhan | a. Belum adanya | a.1.Belum tersedianya data valid
Penduduk kebijakan yang  diperlukan  untuk
(Perda/Perbup) yang menyusun parameter |
mengatur kependudukan, Grand
pengendalian Design Kependudukan
penduduk maupun Rancangan Induk
Pengendalian Penduduk
a.2.Kejasama lintas sektor dalam |
pelaksanaan kegiatan masih
perlu sinkronisasi

. Masih tingginya | b.1.Kurangnya
angka rata rata penyuluhan, konseling,
jumlah anak per informasi dan edukasi
kefuarga kepada masyarakat |

disebabkan karena rasio
Penyuluh maupun Petugas
Lapangan KB (PKB/PLKB) ;
yang masih rendah yaitu 1 :
2 (1 orang PKB bertugas
melayani sampai 2 Desa) '

b.2.Kebutuhan pelayanan
kontasepsi yang  belum |
merata sampai  karena |
kebutuhan alokon masih
menjadi  kebijakan pusat |
dalam hal pemenuhan.

. Rendahnya c.1.Masih kurangnya sosialisasi
partisipasi dan partisipasi masyarakat |
masyarakat terhadap terkait pengunaan metode |
penggunaan kontrasepsi jangka panjang
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kontrasepsi MKJP
(Metode Kontrasepsi
Jangka Panjang)

c.2.Masih perlunya bimbingan
teknis dan pelatihan bagi
para petugas maupun kader
yang bertugas di lini
lapangan dalam pelayanan
metode kontrasepsi jangka

panjang

. Kurangnya d.1.Sarana prasarana |
penguatan pelaksanaan KIE yang belum |
kelompok-kelompok terpenuhi
kegiatan bina
keiuarga  (Tribina) | d.2.Keterampilan dan
dalam meningkatkan pengetahuan Poktan Tribina
ketahanan dan yang belum optimal

kualitas keiuarga

2 | Bukungan

Pelayanan PD

Penyelenggaraan

. SDM perangkat

daerah yang belum
tercukupi

a.1.Masih ada seksi/sub bidang
di masing-masing bidang
yang belum terisi dan jumlah
staf yang belum optimal

a.2.Kapasitas  aparatur  yang
masih rendah

. Sarana dan

prasarana penunjang
kerja yang belum
terpenuhi

b.1.Dalam  pengolahan  data !/
masih membutuhkan media
dan alat pengolan data. :
b.2.Masih  kurangnya sarana |
prasarana penunjang ;
operasional penyuluhan lini |
lapangan yang belum
terpenuhi

i

Dari tabel 3.1. yang tersaji diatas, dapat disimpulkan ada 2 (dua)

permasalahan pelayanan yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana, yaitu :

1. Meningkatkan persentase Rasio Akseptor KB melaiui Capaian Peserta KB

Aktif

2. Menurunkan rata-rata jumlah anak per keluarga, sehingga dapat menekan

L.aju Pertumnbuhan Penduduk

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Dalam penyusunan Revisi Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana 2017-2022, penelaahan visi, misi,

dan program Bupati dan Wakil Bupati dimaksudkan untuk memberikan

pemahaman atas arah pembangunan Kabupaten Bombana yang akan
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dilaksanakan seiama periode tahun 2020-2022, yang tertuang dalam Revisi
RPIMD Kabupaten Bombana Tahun 2017- 2022. Penelaahan tersebut
diiakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong
pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana yang dapat
mernpengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Bombana
Tahun 2017- 2022,

Sesuai dengan Revisi RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022,
Visi Jangka Menengah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 adalah :

“"MEWUJUDKAN BOMBANA SEJAHTERA (MUNAJAH) TAHUN
2017-2022"

Visi Pembangunan Kabupaten Bombana ini diharapkan akan
mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Bombana dengan
tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam
Pembukaan UUD 1945, Visi ini harus dapat diukur keberhasilannya dalam
rangka mewujudkan Bombana masyarakat Kabupaten Bombana yang religius,
berkeadilan, aman, sejahtera dan berbudaya. Adapun makna yang
terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2

Penjelasan Visi

| UNSUR -
VISt | _PENJELA_SAN.
Religius Terwujudnya kerukunan antar umat beragama, terpenuhinya

hak-hak dasar dalam menjalankan ajaranagama, dan
terwujudnya keseimbangan kehidupan beragama, antara
kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional (kepedulian
sosial)

Berkeadilan | Seluruh iapisan masyarakat diberi peluang yang sama dalam
menjalankan  aktifitas sosial, ekonomi dan mendapat
perlindungan hukum, hak asasi manusia yang sama dan
pelayanan pemerintah, pembangunan serta pembinaan
kemasyarakatan yang merata.

Aman Terjaminnya rasa aman masyarakat dalam melakukan aktifitas

sosial, politik dan ekonomi.

Sejahtera | terciptanya kehidupan masyarakat dalam tatanan nilai yang
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UNSUR
VISI -

t .

luhur, sopan santun, taat dan menjunjong tinggi kearifan lokal

yang tumbuh dan berkembang dalam mayarakat.

Beroudaya | menumbuh kembangkan nilai-nilai dasar masyarakat Bombana

yang agamis, nilai kejuangan, etika sosial bermasyarakat yang
menyatu pada akar budayanya dan nilai-nilai sosial yang bersifat

universal.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk

memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 5

(lima) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana
tahun 2017-2022, sebagai berikut:

1.

Melanjutkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur;
dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi,
memudahkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan membuka
isolasi wilayah.

Melanjutkan Reformasi Birokrasi; dimaksudkan untuk menciptakan
kondisi pemerintahan yang mengutamakan pelayanan prima kepada
masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance) aparat yang memiliki kompetensi,
professional serta menjamin kepastian dalam jenjang karir serta promosi
jabatan,

Melanjutkan Pembangunan Ekonomi; dimaksudkan untuk
menciptakan suatu sistem perekonomian masyarakat secara berimbang
dan menguntungkan pada seluruh strata ekonomi untuk mendukung
pengembangan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian
danperikanan/kelautansebagai andalan utama.

Melanjutkan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
dimaksudkan untuk mengembangkan kualitas iman dan tagwa, kualitas
intelektual serta kesehatan jasmani dan rohani melalui peningkatan sektor
pendidikan dan kesehatan.

Melanjutkan Pemantapkan Pembangunan Budaya Masyarakat
Bombana; dimaksudkan untuk merekatkan masyarakat Bombana yang
heterogen dalam kebersamaan dan kebhinekaannya yang didasari pada
kearifan budaya lokal,
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Berdasarkan penjabaran atas Visi dan Misi Kabupaten Bombana Tahun
2017-2022, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana
bertanggung jawab untuk mewujudkan unsur misi :

1. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana masuk pada
penjabaran Misi 4 yaitu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia
dimana salah satu sasaran yang hendak dicapai dalam misi ini adalah

meningkatnya angka harapan hidup melalui pengendalian kependudukan

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Urusan, Sub Urusan dan Nama Program berdasarkan
kewenangan Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana adalah sebagai
berikut:

Tabel 3.3

Urusan,Sub Urusan dan Nama Program Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
menurut UU.nomor 23 Tahun 2014

URUSAN SUB URUSAN NAMA PROGRAM

' Pengendalian 1. Pengendalian Penduduk : a. Program keivarga
Penduduk a. Pemaduan dan sinkronisasi | parencana

' dan Keivarga kebijakan pemerintah |, program Pelayanan
' Berencana daerah provinsi dengan Kontrasepsi

pemerintah daerah | program Pembinaan

Kab/Kota dalam rangka peran serta masy dalam

pengendalian kuantitas pelayanan KB/KR yang

| penduduk mandiri
s b. Pemetaan perkiraan |4 program Penyiapan
pengendalian  penduduk tenaga pendamping

cakupan daerah Kab/Kota

2. Keivarga Berencana (KB) :

kelompok bina keluarga

e. Program Kesehatan

a. Pelaksanaan advokasi, reproduksi remaja

komunikasi, informasi dan f. Program promosi
edukasi (KIE)

pengendalian  penduduk

kesehatan ibu, bayi dan

anak melalui kelompok

dan KB sesuai kearifan kegiatan di masyarakat

budaya lokal g. Program Pengembangan
b. Pendayagunaan tenaga pusat pelayanan
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URUSAN

SUB URUSAN

NAMA PROGRAM

penyuluh KB / petugas
lapangan KB (PKB/PLKB)

. Pengendalian dan

pendistribusian Kkebutuhan
alat dan obat kontrasepsi

serta pelaksanaan

pelayanan KB di daerah ii.

Kab/Kota

. Pemberdayaan dan

peningkatan peran serta

organisasi kemasyarakatan

tingkat daerah Kab/Kota |j.

dalam pelaksanaan
pelayanan dan pembinaan

kesertaan ber-KB

3. Keiuarga Sejahtera

a. Pelaksanaan

pembangunan  keiuarga
melalui pembinaan
ketahanan dan

kesejahteraan keiuarga

. Pelaksanaan dan

peningkatan peran serta
organisasi kemasyarakatan
tingkat daerah Kab/Kota
dalam pembangunan
keiuarga melalui
pembinaan ketahanan dan

kesejahteraan keiuarga

. Program

informasi dan konseling
KRR

peningkatan
penanggulangan
narkoba, PMS termasuk
HIV/Aids

Program pengembangan
bahan informasi tentang
pengasuhan dan
pembinaan tumbuh
kembang anak.

Program pengembangan
model operasional BKB-

Posyandu-PADU

Maka Rumusan RPIMD terkait dengan Pengendalian Penduduk dan
Keiuarga Berencana memberi kontribusi yang signifikan agar optimal terwujud

visi dan misi daerah.

Selanjutnya

berdasarkan

identifikasi

permasalahan  diatas

dipaparkan dalam faktor-faktor penghambat dan pendorong yang dapat
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mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala

daerah, yaitu sebagai berikut:

Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan

Tabel 3.4

SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi Dan

Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah
VISI MEWUJUDKAN BOMBANA SEJAHTERA (MUNAJAH) TAHUN 2017-2022 i
NO MISI & PROGRAM PERMASALAHAN FAKTOR
BUPATI/WAKIL BUPATI PELAYANAN SKPD | PENGHAMBAT | PENDORONG
4 Misi 4 Upaya a. SaranafPrasarana | a.PUS yg baru a. Komitmen yang
Peningkatan penunjang punya anak tinggi dari
l Kualitas Sumber operasional belum satu ingin Pemerintah Daerah
Daya Manusia memadai segera punya Kabupaten
Program | a.Program b. Masih kurangnya anak Bombana dalam
keluarga jumlah personil b. Persepsi masy mendukung
Berencana yang berstatus bahwa KB pelaksanaan tugas
b. Program Pegawai Negeri adalah urusan dan fungsi Dinas
Pelayanan Sipil ( PNS ibu-ibu Pengendalian
Kontrasepsi ¢. Mash adanya ¢. Belum semua Penduduk dan KB
¢. Program beberapa formasi keluarga Kabupaten i
Penyiapan jabatan struktural mengikuti Bombana i
tenaga yang belum terisi kegiatan BKB, b. Adanya komitmen
pendamping d. Masih tingginya BKR dan BKL aparat Dinas
kelompok bina angka kebutuhan | 9-Tidak ada Pengegdilijn
keluarga . penerimaan Penduduk dan KB
d. Program ?;,g;ﬁi? tidak PNS formasi Kabupaten
Pengendalian Penyuluh KB Bombana di dalam
Penduduk (Unmetneed) e.Belum melaksanakan visi
e. Perlu tersedianya dan misi organisasi
penambahan data keluarga sehingga dapat
tenaga yang akurat mengatasi
fungsional f. Keterbatasan keterbatasan
dana dan SDM personil
petugas :
penyuluh KB bag_| ¢. Adanya peran
peningkatan stakeholder dalam
f. Perlu pelayanan pengelolaan KB
peningkatan kepemerintaha | d.Kemudahan
ketahanan n mendapatkan akses |

keluarga melalui
kegiatan Tri Bina

g. Perlu
peningkatan
pembinaan
kesertaan ber KB
di masyarakat

infarmasi tentang :

KB yang benar. i
e.Adanya peran |
institusi masyarakat
seperti PPKBD dan
Sub PPKBD
f. Terfasilitasinya
kegiatan BKB, BKR
dan BKL
g.Tersedianya tempat:
pelayanan dengan
jenis alkon yg
lengkap
h.Tersedianya
anggaran untuk
pendataan keluarga
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3.3. Telaahan Renstra Badan Kependudukan dan Keiuarga Berencana

Nasional (BKKBN) dan Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Kependudukan dan KB Provinsi Sulawesi
Tenggara

Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah (Kabinet Kerja) 2015-2019,
seluruh Kementerian/Lembagan diarahkan untuk turut serta mensukseskan
Visi dan Misi Pembangunan 2015-2019, dimana Visi Pemerintah untuk 5 (lima)
tahun kedepan adalah untuk mewujudkan “Indonesia yang Berdaulat, Mandiri
dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Visi dan Misi
Pembangunan tersebut kemudian didukung oleh 9 Agenda Prioritas
Pembangunan (Nawa Cita), dimana BKKBN diharapkan dapat untuk turut
mensukseskan Agenda ke 5 (lima), untuk “Meningkatkan Kualitas Hidup
Manusia Indonesia”.

Salah satu prioritas pembangunan nasional adalah mewujudkan
penduduk tumbuh seimbang. Sehingga BKKBN berkomitmen akan turut
mensukseskan Agenda Prioritas Nomor 5 (didalam Nawa Cita), untuk
mendukung peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia dengan menjadi
“"Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan Penduduk
Tumbuh Seimbang dan Keiuarga Berkualitas”, dimana pertumbuhan
penduduk yang seimbang dan keiuarga berkualitas ditandai dengan
menurunnya angka fertilitas (TFR) menjadi 2,1 dan Net Reproductive Rate
(NRR) = 1 yang di proyeksi kondisi tersebut pada tahun 2025, serta keiuarga
berkualitas ditandai dengan keiuarga yang terbentuk berdasarkan perkawinan
yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri dan memiliki jumlah
anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam mendukung upaya perwujudan visi diatas, BKKBN juga
memiliki misi : (1) Mengarusutamakan Pembangunan Berwawasan
Kependudukan; (2) Menyelenggarakan Keiuarga Berencana dan Kesehatan
Reproduktif; (3) Memfasilitasi Pembangunan Keiuarga; (4) Membangun dan
Menerapkan Budaya Kerja Organisasisecara Konsisten; serta (5)
Mengembangkan Jejaring Kemitraan dalam Pengelolaan Kependudukan,
Keiuarga Berencana dan Pembangunan Keiuarga.

Terkait dengan visi misi tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk
dan KB yang merupakan SKPD Pemerintah Kabupaten Bombana yang

menangani masalah Keiuarga Berencana dan Kependudukan tersebut,
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berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang strategis yang

diperlukan untuk melaksanakan pembangunan Kependudukan dan Keiuarga

Berencana serta mendorong stakeholder dan mitra kerja  untuk

menyelenggarakan Pembangungan Keiuarga Berencana dalam rangka

penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, pemenuhan hak-hak
reproduksi, peningkatan ketahanan dan kesejahteraaan keiuarga peserta KB.

Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023, yakni

“TERWUJUDNYA SULAWESI TENGGARA YANG AMAN, MAJU,

SEJAHTERA DAN BERMARTABAT". Penelahaan visi, misi dan program

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami

arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode kepemimpinan

lima tahun mendatang serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat
dan pendorong pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil

telaahan visi dan misi tersebut juga akan menjadi input bagi perumusan isu-

isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Tenggara yang didasarkan

pada tinjavan terhadap kesenjangan pelayanan dan kebutuhan pengelolaan

agar dapat berkonstribusi dalam pencapaian visi dan misi tersebut.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Provinsi
Sulawesi Tenggara mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra
sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan,
kualitas keiuarga, pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak dalam
mewujudkan kesetaraan gender dan pengarusutamaan hak anak di
berbagai sektor pembangunan dengan sasaran :

a) Meningkatnya partisipasi perempuan pada berbagai bidang
pembangunan

b) Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan
anak termasuk TPPO

c) Meningkatnya pemenuhan hak anak melalui implementasi

Kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak
2. Mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui peningkatan kesertaan

ber-KB dan Advokasi KIE untuk mencapai keiuarga sejahtera, dengan
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3.4.

3.5.

sasaran Meningkatnya pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk dan
partisipasi masyarakat dalam kesertaan ber-KB.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan KB Provinsi Sulawesi
Tenggara, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bombana
yang menangani masalah Keiuarga Berencana dan Pengendalian Pendudukan ,
berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang strategis yang
diperlukan untuk melaksanakan pembangunan Kependudukan dan Keiuarga
Berencana serta mendorong stakeholder dan mitra kerja untuk
menyelenggarakan Pembangungan Keiuarga Berencana dalam rangka
penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, pemenuhan hak-hak
reproduksi, peningkatan ketahanan dan kesejahteraaan keiuarga peserta KB.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis

Pengembangan wilayah merupakan rangkaian upaya untuk mencapai
suatu perkembangan yang diinginkan wilayah tersebut. Dalam
pengembangan wilayah ingin dicapai keterpaduan dalam penggunaan
berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan
nasional / wilayah suatu kesatuan wilayah.

Dengan adanya dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Tahun 2013 - 2033 vyaitu pengembangan struktur ruang daerah,
pengembangan pola ruang daerah dan penetapan kawasan strategis daerah,
telah sejalan dan mendukung pencapaian Misi 1 yaitu Melanjutkan Percepatan
Pembangunan Infrastruktur yang dimaksudkan untuk mendukung percepatan
pembangunan ekonomi, memudahkan pelayanan pemerintah kepada
masyarakat dan membuka isolasi wilayah, terkait urusan wajib Pengendalian

penduduk dan keiuarga berencana.

Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisia isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat
menentukan dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi Dinas Pengendalian
Penduduk dan KB untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan
sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan
hasil kinerja selama 5 (lima ) tahun kedepan.
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Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi
atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam urusan
Pengendalian Penduduk dan KB yang dampaknya signifikan bagi SKPD dimasa
datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang
apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau
sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghiiangkan peluang untuk

meningkatkan iayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis
internal berupa identifikasi kekuatan dan kelemahan analisis eksternal berupa
kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima

tahun mendatang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis

berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah:

1. Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD

2. Hasil analisis Renstra K/L dan Renstra-SKPD provinsi/kabupaten/kota
3. Hasil telaahan RTRW

4. Hasil analisis KLHS

Informasi tersebut dapat disusun kedalam tabel matriks sebagai berikut:

Tabel 3.5

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian
Penduduk dan KB Kabupaten Bombana

. - . . Faktor yang Mempengaruhi -
Aspek: |- Capaian/Kondisi | . . INTERNAL - EKSTERNAL Permasalahan
Kajian Saatini - sk L (DILUAR Pelayanan SKPD
; : KEWENANGAN -
i ( SKPD) ' KEWENANGAN
_ ; ‘ R ' SKPD) - -
Gambaran SDM pengelola Adanya komitmen aparat | Dukungan 1. Sarana/Prasaran
pelayanan s::ﬁ’;?j’i“ Vr?”f?‘ Dinas Pengendalian Stakeholder dan a penulnjanlg
penuhi . . operasiona
KPD ; Penduduk dan KB
5 sesuai dengan Kabupaten Bombana di mitra kerja. belum memadai
kompetensinya P ! 2. Masih kurangnya
dalam melaksanakan visi T )
dan misi organisasi Jumiah personi
i - yang berstatus
! sehingga dapat Pegawai Negeri
mengatasi keterbatasan Sipil (PNS)
i personiL terutama tenaga
Kajian Dinas I Adanya komitmen aparat | Dukungan IPenyquh KB di
terhadap Visi | Pengendalian Dinas Pengendalian Stakeholder dan 3 ;g:{;‘g:;'an a
Misi Kepala Penduduk dan KB | Penduduk dan KB mitra kerja. ' beberapa 4
Daerah sesuai tupoksi Kabupaten Bombana di formasi jabatan
yang saat ini dalam melaksanakan visi struktural yang
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i _ Faktor yang Mempengaruhi
. i . X . . .
Aspek Ca paia;nl Kondisi " INTERNAL E'((STERNAL Permasalahan
Kaiian Saatini _ . (DILUAR Pelayanan SKPD
Jiat | ) - (KE‘ZE:;?;GAN KEWENANGAN
g it SKPD) |
Terpilih melaksanakan dan misl organisasi belum terisi
pengendalian sehingga dapat 4, Tir}gginya Angka
penduduk dan KB | mengatasi keterbatasan Laju
telah sejalan dan persenil Pertumbuhan
Penduduk (LPP)
mendukung N 5. Tingginya Angka
terwujudnya Visi keiahitan total
Misi Kepala (Total Fertility
Daerah terpilih Rate/TFR)

- e - ' 1 6. Kurangnya
Kajian Dinas Adanya komitmen aparat | Dukungan Persentase
terhadap Pengendalian Dinas Pengendalian Stakeholder dan Pemakaian
Renstra Penduduk dan KB | Penduduk dan KB mitra keria. Kontrasepsi
Provinsi terhadap Renstra | Kabupaten Bombana di (Contraseption
terkait PP Provinsi telah daiam.rr}elaksa.nak‘an visi Prevalensi
dan KB mendukung dan da:_ misi t?jrgantlsasz , Eﬁt:ﬁ:s;

sesuai dengan :‘e:;%%; izzerbatasan akseptor Metode
sasaran Renstra personil Kontrasepsi
Provinsi [ Jangka Panjang
Kajian Dinas 5 Adanya komitmen aparat | Dukungan 8 E:;ﬁ: )kurangnya
terhadap Pengendalian ] Dinas Pengendalian Stakeholder dan | pemahaman
Renstra K/L Penduduk dan KB | Penduduk dan KB mitra kerja. tentang mamfaat
terkait terhadap Renstra | Kabupaten Bombana di ber-KB
Pengendalian | K/L telah | dalam melaksanakan visi 9. Masih ada PUS
Penduduk mendukung dan i dan misi organisasi yang menikah
dan KB sesuai dengan | sehingga fjapat dibawah usia 20
sasaran Renstra | mengatasi keterbatasan tahgn
K/L i personil 10. Masih re‘ndah
i peran pria dalam
Kajian Keberadaan Dinas ; Adanya komitmen aparat | Dukungan ber KB, karena
terhadap Pengendalian Dinas Pengendalian Stakeholder dan aKggggﬁa: bahwa
RTRW Penduduk dan KB | Penduduk dan KB mitra keja. uru:ar? ?bu—ibu
Kab.Bombana | sesuai tupoksi i Kabupaten Bombana di 11. Perly
tidak i dalam melaksanakan visi peningkatan
bertentangan dan misi organisasi ketahanan
dengan RTRW sehingga dapat keiuarga melalui
Kab.Bombana ! mengatasi keterbatasan kegiatan Tri Bina
personil 12.perlu
Kajian Dinas , Adanya komitmen aparat | Dukungan g:nmlgﬁfatsn
terhadap Pengendalian [ Dinas Pengendalian Stakeholder dan kesertaan ber KB
KLHS Penduduk dan KB | Penduduk dan KB mitra kerja. di IMP (Institusi
telah sesuai dan Kabupaten Bombana di Masyarakat
sejalan terhadap dalam melaksanakan visi Pedesaan)
KLHS dan misi organisasi 13.Perlu
sehingga dapat penambahan
mengatasi keterbatasan tenaga
personil fungsional
petugas
Penyuluh KB
14. Masih tingginya
angka kebutuhan
berKB tapi tidak
terpenuhi
(Unmet Need)
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan mengenai hal-hal yang akan
dilakukan untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi serta sebagai jawaban
terhadap isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah
yang sedang dan akan dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana
berdasarkan Visi dan Misi pada revisi RPIMD Kabupaten Bombana Tahun 2017-
2022 yang sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keiuarga Berencana adalah:

1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

2. Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

4.2. Sasaran
Sasaran adalah Target atau hasil yang diharapkan dari setiap tujuan yang
diimplementasikan kedalam suatu bentuk program/kegiatan. Adapun sasaran yang
ingin dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana dari
setiap tujuan yang telah disebutkan di atas berdasarkan Revisi RPIMD Kabupaten
Bombana Tahun 2017-2022. Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga
Berencana Kabupaten Bombana adalah :
1. Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintah Yang Transparan dan Akuntabel
Adapun indikator dari sasaran tersebut diatas yaitu predikat Nilai SAKIP OPD
2. Meningkatnya Upaya Pengendalian Kependudukan
Adapun indikator dari sasaran tersebut diatas yaitu : Rasio Akseptor KB
Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN
‘ ; . . . KOND
N l - |InNDIKAT | I"T'?)II‘:A- TARGET KINERJA | ISt
‘0| TUIAN |OR. [ | SASARAN | cycppnf .~ o 7 R AKHIR
| ' TUJUAN | o Satu . - - -
g e N Tan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 Meningkat | Angka Meningkatny | Rasio % 80.86 | 82.77 | 83.18 | 84,56 | 85.88
i kan Harapan | a Upaya Akseptor % % % % %
i Derajat Hidup Pengendalia | KB
i Kesehatan n
E masyarak Kependuduk
| at an I
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Mewujudk | Peningka | Meningkatny | Hasil Nilai | CC BB BB A LA

an tan Nilai | a Evaluasi

Pelayanan | Predikat | Penyelengga | SAKIP

Birokrasi SAKIP raan Dinas PP

yang pemerintah { dan KB

Bersih Yang Oleh w

dan Transparan | Inspekto

Akuntabel dan rat

' Akuntabel Daerah L
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5.1.

5.2.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana
Kabupaten Bombana
Untuk mencapai target tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana kemudian dilaksanakan melalui
strategi berikut ini :
1. Meningkatkan Cakupan Peserta KB (PB) Baru maupun Aktif (PA) per Mix
Kontrasepsi
2. Menurunkan rata-rata jumlah anak per keiuarga melalui pengendalian dan
pengaturan kelahitran bagi Wanita Usia Subur (WUS) Usia 15 sd 49 Tahun
3. Peningkatan kualitas Pengelolaan keuangan daerah dan manajemen kinerja

pemerintah

Arab Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana
Kabupaten Bombana
Arah kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepesertaan ber-KB

2. Menurunkan Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)

3. Meningkatkan partisipasi tenaga pendamping kelompok bina keiuarga melalui
BKB,BKL dan BKR

4. Meningkatkan dukungan dan kebijakan terhadap Program Kependudukan
Keiuarga Berencana dan Pembangunan Keiuarga (KKBPK)

5. Menyediakan parameter kependudukan melalui pendataan dan validasi
berkelanjutan

6. Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja pemerintah

Keterkaitan antara Strategi dan Arah Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana
Tahun 2020-2022 dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini :
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Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk

Dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana Tahun 2020-2022

Visi : Mewujudkan Bombana Sejahtera (Munajah) Tahun 2017-2022
Misi 2 : Melanjutkan Reformasi Birokrasi
Misi 4 : Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia B
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Tujuan 1: . Meningkatnya Strategi 1 Kebijakan 1.1 : Meningkatkan kepesertaan
Meningkatkan Derajat Upaya ber-KB
Kesehatan Pengendalaian Meningkatkan Cakupan Kebijakan 1.2 : Menurunkan Cakupan PUS
masyarakat Kependudukan Peserta KB {PB) Baru yang ingin ber-KB tidak
maupun Akt (PA) per Mix terpenuhi (Unmet Need)
Kontrasepsi
Strategi 2 : Kebijakan 2.1 : Meningkatkan partisipasi
tenaga pendamping
Menurunkan rata-rata kelompok bina keluarga
jumlah anak per keluarga melalui BKB,BKL dan BKR
mejalui pengendalian dan | Kebijakan 2.2 : Meningkatkan dukungan
pengaturan kelahitran bagi dan kebijakan terhadap
Wanita Usia Subur {WUS) Program Kependudukan
Usia 15 sd 49 Tahun Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga
(KKBPK)

Kebijakan 2.3 : Menyediakan parameter
kependudukan melalui
pendataan dan validasi
berkefanjutan

Tujuan 2 ¢ . Meningkatnya Strategi 1: Kebijakan 1.1 : Peningkatan kualitas sistem
Mewujudkan Penyelenggaraan akuntabilitas kinerja
Pelayanan Birokrasi pemerintah Yang Peningkatan kualitas pemerintah

vang Bersih dan Transparan dan Pengelolaan keuangan

Akuntabel

Akuntabel

daerah dan manajemen
kinerja pemerintah
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BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan maka disusun rencana

program dan kegiatan beserta pendanaannya untuk tahun 2020 - 2022 adalah

sebagai berikut :

L.

Program Strategis
Berikut adalah program dan kegiatan yang telah direvisi dan disesuaikan

dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD yaitu

a. Program Pelayanan Kontrasepsi

1. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi

2. Penyelenggaraan Kegiatan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi
3. Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Side Effect Kontrasepsi

4,
5
6

Pengadaan sarana Prasarana Pelayanan KB

. Pelayanan Konseling KB

. Pengadaan dan Pengembangan Aplikasi Pelayanan Kontrasepsi

b. Program Keiuarga Berencana

1.
2,
3.

Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan KB
Pengelolaan Media KIE dan Managemen BOKB

Pengadaan Sarana dan Prasana KB

c¢. Program Pengendalian Penduduk

1.
2,

Lo N oV AW

Pemutakhiran Data Keluarga

Pelaksanaan Integrasi Program KKBPK dan Program Pengembangan
Lainnya di Kampung KB

Pembinaan Program KB bagi Masyarakat oleh Kader

Pembinaan Terpadu Penyuluh Lapangan KB

Sinkronisasi Kegiatan Lintas Sektoral dengan Mitra Kerja Terkait
Pengadaan Sarana Prasarana Pendataan

Penilaian Lomba KB Lestari

Pembinaan Lomba PKK KB Kesehatan

Penyebarluasan Informasi Keiuarga Berencana

d. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keiuarga

1.

Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Kejuarga di Kecamatan

2, Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelompok Bina Keiuarga
3.
4

. Pengembangan dan pembinaan kelompok BKR

Pelaksanaan pembinaan kegiatan POKTAN
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5. Sosialisasi Bina Keiuarga Balita Holistik Integratif (BKB-HI)

Adapun beberapa Program dan Kegiatan strategis yang di revisi (dihapus) yaitu

a. Program Pelayanan Kontrasepsi
1. Pelayanan KB Medis Operasi
b. Program Keiuarga Berencana
1. Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keiuarga Miskin
2. Penyelenggaraan Kegiatan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi
3. Pembinaan Lomba kesatuan gerak PKK KB Kesehatan
4. Monitoring dan Evaluasi Program KB
5. Pelaksanaan Integrasi Program KKBPK dan Program Kampung KB
Pengembangan Lainnya di Kampung KB
Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat Qleh Kader
Pengadaan dan Pemgembangan Aplikasi Intip Konsep

Penyusunan Parameter Kependudukan Tingkat Kecamatan

v e N o

Sinkronisasi Kegiatan Lintas Sektoral dengan Mitra Kerja Terkait
10.Pendataan Keluarga
11.Penyebarluasan Informasi Keiuarga Berencana
12, Pembentukan Kelompok Siaga Kependudukan
13. Sosialisasi Program KKBPK Terhadap Tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat
c. Program Pengendalian Penduduk
1. Pelatihan Penyusunan Parameter Kependudukan
2. Pembentukan kelompok Siaga Kependudukan
3. Monitoring dan Evaluasi
4, Pendataan Keiuarga dan Validasi
d. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keiuarga
1. Bimbingan Terpadu Penyuluh Lapangan KB
2. Monitoring dan Evaluasi
3. Pelaksanaan dan Pembinaan Kegiatan Kelompok BKB di Posyandu
4. Sosialisasi Kelompok Bina Keluarga
e. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
1. Sosialisasi Bina Keiuarga Balita Holistik Integratif
f. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan
KB/KR yang Mandiri
1. Pembinaan Terpadu Penyuluh Lapangan KB
2. Pelaksanaan Lomba KB Lestari, Poktan Mandiri, PLKB Rumbia Teladan
dan Kampung KB
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3. Lomba Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan

II. Program Penunjang

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

b)

d)

e)

1.
2.

© P N o v oA

10.
11.
12

Pelayanan Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan  Perizinan  Kendaraan
Dinas/Operasional

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Bahan Pembersih

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan (Koran, Majalah, Tabloid) dan Peraturan
Perundang-Undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi dalam dan luar daerah

Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

13.Penyediaan Jasa Iklan dan Publikasi

Program Peningkatan sarana Prasarana Aparatur

N ook w b

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pengadaan Mebeulair

Pemeliharaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan/Rehabilitasi Komputer

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu

2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

2. Bimbingan Tekhnis Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Perangkat Daerah

2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
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REV!S| RENSTRA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2020 - 2022

Rencana program, kegiatan dan pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk
dan KB Kabupaten Bombana Tahun 2020-2022 disajikan pada Tabel 6.1.
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TabelB.1
PROGRAM, RENCANA KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

. Data - Targe! Kineda
Mo | Tujuan Renstrs  Remwra __Kode. . Pfogr_.a.m.. danKeglatan - _Sasm:. P!'oturmj da.n.._ Satuan Tahun 18 ms 2020 20 2022 i ondis] Kinada Pada) ot
egatan - Awal : _ - : A Akhir Periode
g o | Target Rp. Target Rp. " | Target| ;. Rp. . | Target Target| = Rp. Re“‘"“
1 |Meningkatkan Angka Harapen Hidup % 6182% . T200%
Darajat Kesehatan;
Magyarakat
Meninghamye H Rasio Akazplor KB % Ta.66% A0.A6% [ 11431407100 | 0277% | £.670907.200 | B3 v8% | 6.905106.400 1 b4 56% [ $0,321,714,400 | B5.20% | 10,309.241,740 | 85.08% | 10,388,241,740
Upzys
Pengendalian
Penduduk
Program Pelayanan Knnh'lupﬁ i r(.g?:::“ C.MP‘.":P.._““ : % -100.00% | 112.00% i21,6u.uuu 100.00% f -~ 421,860,000 100.00% :='_839_,153,0:00 100.00% | - 856,518,300 | 100.00% | - 697,120,138 1 100.00% .SB?JIU.‘IN
Palayanan Pemasangsn Koniraseps) Caperan Pasenta KB Bary .
i Akseptor 455 520 55,500,000 3326 36.000,000 31415 90,000,000 3185 92,000,000 3,255 95,000,000 3255 45,000,000
Penyelenggaraan Ksgiatar Oisidousi Alatean  |Jumiah Fasked yang mmdapat
Obat Kontraseps! distribus: glokon Faskes 23 2 46.000.000 3 w0000 | 23 ®250000 23 39847500 23 43832250 23 43,832,250
Pongadssn Mat Kontresepsi Jumish Jes Apkan den Side
Efek Kontrassps: yang tersecia Jenis 9 8 240,000,000 9 20,000,000 10 20,000,000 10 20,000,000 10 20,000,200 10 20,000,000
Pengacaan sarens Prazarana Paiayanan KB Jumiah Sarars dan Prassrana .
Pelayanan KB yang lersadia ) Unit ] a q . 3 115,500,000 5% 294600000 " 110,000,200 L] 110,000,000
Pel Kanseiing KB : i Y 1 N 255 3255
ayanan Kanseing K o RS A by S0 e M5 wmazmen) Y| omen! Y| sezren 408,287 860
:Pengernbargan Aglkasi Pelayanan Kontrasepst [Jumlah Aplikesi berbasis Andraid
yang tersedin 6an dkembangkan | Aphwasl ] ] - ] - 1 36,000,000 1 39,600,000 1 20,000,000 1 20,000,000
Pelayanan K8 Megn Opway dumiah Akpepior MKJP yang ) -
tertayani Akseplor 1] a H 10,000,000 9 L Q - g ¢ .
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_ Date

Ta.rgei Kinéria ‘

: | sasaean : - : indikeater Tujuan, c:'::':" - _
No :Mu.m R.e_m.trla - Ransirs Kode Er.ogram:d.aanegla{_an. Salara'r;, F;-:tgra_m q:n Satuén . Tahun 2018 2019 .' . 2020 . 202 :.: : 22 Kondisi Kinerja Pada Ket
K : . ] . O egiatan - S Al : S - . y i Akhir Ferlode
o Renitra ' ' Co : s e . - =
. [Target|  Rp. Target{ - Rp. Target Rp. | Target Rp. | Target Rp. Renstra
Frogtam Keluarga Barancana Fearsantase Cakupan PUS yang ; B . - : L - o= i . . .
e : . llaain ha';!z;iﬂik tepenuhf - | onc L atan [ BAe% | ASIBIAN00 | BA0% | 2018534000 BOBW | 1074178000 B02% | 38348330001 70o% | 309833008 | T.0e% | 3.881,533.000
Potakeanaan Keglatan Peryuluhan KB Persantase Bala. Penyuuh KB
yang ruin melaksanakan % +30 100 1020000000 160 1,350.000.000 [ 100 1350006000 100 1450.000.000 | 10 1,350,000,800 | 900 1,350,000,000
penyuluhan
A Media K Mer B P i
| raelain s IE dox Maugaren BORE |Porsanass rediaasi KB % 30 8L 11814100 85 493,533,000 5 493.533.000 a7 493 533.000 87 493,533,400 ar 483,633,000
—
Pangacaan Sarana dan Pracans K8 ::n"'g'“‘::::" danprasarana kB o 0 o s | maoreon] 40 | t20eeeon| s | 208000 & | 2e3a000000 | es | 2038000000
Henyadiaan palayanan KB can Alat kentragepsd | Jumlah Akseptor KB KK Miskin
Bag| Keluarga Miskin yang dlayanai Akesgolor 500 35,000,000 - - -
Panyelznggaiaan Koy st Distrpusl Al dan  |lumiah Fask capal
onanrkong';xepsi N o sauy dovon L [Fe i el : . i : ' . :
IPemesnaan Lombs kesatuan gaax PKK KB |Jumlah ] i
Ko e b R 1) 25860000 - - - -
M dan Evalugs: Program KB Keni Pelak:
3 don Eualugs, Frogram o dn Eualvag |70 1] 70385000 1| 1500000 - -
Palakeanaan Integrasi Frogram KKBFK dan Jumiah Kampung KB yang
Fragram Kempung KB Fengambargar Lainnya [leriniegras KampLra . 22| 2.200,000.000 50f 2210000000 - - - -
di Kérpung KB Kg
Femo Py KB Bagi M, it Qlsh | Jurtiah ! dibina oleh
g e FRBE siyarakat O ot DeszKe' yeng bins oleh-ng . se0| 10esscagoe | ss0f 1osveo0co0] - - - - -
Pengadaan dar Perngembangan Aplikesi intip  [Jumiah Aplikas: Intip Koh
iPEmyUsunan Parameter Kependydukan Tingkel | Jurish wilayzh yang manpusun .
Kecamatan paramster kependudukan Kec 2 9,009,006 b N N : N )
Sinkronisps! Hegiaten Lintss Sektoral dengan | Jumieh saker terkait dan mitra
Mira Ksra Tarkait ka3 yang tersinkronisas! :"’t‘ B 15,755,000 . -
kegiatennya al
Perdalaan Keluarga Jumiah dan jerug dats kaluags
s Heuag g et Y onsana ws| rmrom| - - - - - - -
Peryebaruasan Informasi Keluarge Berencana  [Jumiah keg stan momentum
{event yang dilkadl untok Event k] 42,000,000 - - -
{penyebarfuasan infomas KB
Fembeniukan Kalompok Slaga Kependudukan  |Jumiah Kelompok Siaga N _
Kepanaudukan yang terbentuly | <OP ¢ 8500000 i B ) ) ]
Snslallsasl Program KKBPK Tarhadap Tokoh  |Teraksananya kagatan
“Agama can Tokoh Masyraka sosiglisasi program KKBPK ked  fkeg 1 18,000.000 - -
i lmm TOWA
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Target Kinerja

Data
Sasaran indikator Tujuan, C;F:"“
No| TujuanRenstra y Program dan Keglatan ran, Progr a2 .
| Renstin g eglat §asa ﬂK-e ' ;g:m dan |Satuani oo o 2018 2018 2020 202 2022 Kondisi Kinerja Pada| "¢t
g RJ\wal Akhir Periode
enitra
Target| Rp. |Target! Rp.  [Target{ Rp. [Target{ Rp. (Targat{ Rp. Renstra
Program Pengendalian Pandudui Rata-rata Jusmlah Anak Per
Keluarga Crang 1016 5014 1,323,050,000 | 3040 3,563,710,000 | 3,008 3,765,403,000 { 3008 324,079,600 | 3,000 LA7O3R6 760 | 3,000 1,870,336, 750
Pemutzkhiren Dala Katuarga Pergerttage Jumiah don jers data . .
etuiga yarg tekumou % ] il c - 10 120405.000) 100 24e600| 100 145691260 | 100 45,691,260
Pentataan Keluargs den Validesi Parsentase Jumiah dan jeris data .
keluaga yang terkumnpul * ¢ 0 100 144,640,000 0 o o . 0 - 0 .
iPelalizanaan Integrasi Program KKBPK dan AK
Pragram Pengembangan Lainnya di Kampung ;::;a:k;om ampung KB Pokja ¢ 2 | 2000000 50 | zaeavope0]| 50 2310.000000) 50 | 2310000000 50 | 2:0000000( e | 2310000000
KB
Pambinagn Program KB bagl Wesyarakm cah | Jumiah Kades PPKBD dan Sub  10rang
Kacer FPKBD yarg melakukan 515 §15 | 1029800000 | €50 | 1030000000 [ &5¢ 1,090,000009 650 | 1020003000] 656 | 10300000003 ASC | 1.930,000,000
pembinaan program KB
Pumbinaan Tepadu Peanyulun Lanangan KB [Jumish PLKB yang teratia di t
" urany o Kot e 0 0 M2z0000 | 130 8570000 130 9540000, 130 1140000 | 130 arazooe | 130 | taraanue
Sinkronises: Kagiatan Lintas Sekioral dengan Jurban sakor erkan cen ira
inkronisasi Kagiatan Limas Sektoral deng: . \erginkroni R
Mg Kena Tarkart 810 yang ke Ninra ' L] ] 9,500,600 u 16.150.000, 17 199e5000| 20 29501 10 71,961,500
Pergadaan Sarana Fragarana Pendatazn Jumigh sarana prasarana
pandataan yang tersedia Unit 0 ] - 0 - i 132000000 17 155,000,000 17 170,600,000 17 170,200,000
Pambi Lomisa PKK KB Kazefatan lah
men Lomen = omah DA ymgorhina dan - gl 0 50000 | 1 0000000] 4 35950000 1 36000000 1 wowa| 57.000.000
orasiasi ]
Penilalan Lomba KB Lasan Jumiah Akseplor, Kader .
POKTAN, PLKB dan Kanpung | CangKell 4 q -1 8 s000000| 6 18600080 6 tomee0n 6 ww% 6 10,0000
[ KB yang berpeastas! F
Penyebariuasan [nfotmas! Keluarga Berencand  |Jumieh kagiatan momenium
{event) yang dilkut uniuk Event 0 ] - 1 3000000 1 14300000 2 15730000 | 2 17.303000| 2 17,303,000
penyeberuzaan infarmasi KB
Pplauhan Panyusunan Parpmeter Jumish patugas yang terlabh
Keperdusukan Event 0 0 3 5,000,000 0 0 0 - 1} - 0 -
Pembentukan kelompok Siage Kependudukan | Jumiah Keloripek Siaga
Kependudukan yang Lerertuk Kar 0 0 - 3 7,000,000 ¢ 0] 1} - 0 . ¢ -
Munitering dan Evaluay Teraksanya moniloring dan
evaluasi capaian kegiatan Kaz 0 0 - F2d 15,000,000 1] i ¢ - 0 . q
Program Penylapan Tanaga Pendamping Peryentase cakupan anggoelr
Kelompak Bina Keluarga Palkdan Trikiza dn UPEKS * 63,35% T0.7a% 151,050,000 | 71.53% 09,600,008 TLS0W| 176438000 TT.OT% A48 481,800 | 80.20% §53.879,0408 | Bo.00% 453,076,080
Pelatihan Tanaga Pandanpng Kelompok Bind | Jumiah Kader POKT AN yang
Keluarga d Kacamatar wrtgth Crang 40 40 58,000,000 S5C 38,000,000 50 5,000,000 55 600000001 60 79,310,000 | 60 78,310,000
Pergadaan Serana dan Prasarana Kelompok | Jumlah Sarana Prasarana
tina Keluarga Kelampok Bina kaluatga yang Kt 8 3 36,060,000| 0 60000000 | 10 78.008.000( 40 320,000,000 [ 5¢ 400,000,000 50 400,000,000
Tersedia
Peluksanaan pemuinean kegiatan POKTAN Jumigh Kader dar: Anggota
PUKTAN vang berKEB Org 1070 0 - g -] 3 24,928,000 2825 1R300 | 3277 %0490 f n2n 35.014,080
Pengembangan ¢an Pemkinaan Kelompok BR |Jumigh Kader dar Anggota
: POKTAN BKRPIK-R yang o 0 0 . 0 - 0 . 40 20,000,000 10 20,000,000 40 20,000,000
berkeribang
‘Sosialisasi Bina Keluzame Ballta Helistik Imegratt | Jumiah Kelompek BKB yang Kelp 7 ? 11 15 . I} 23 2
! tenriergrass PAUD 28 875,000 45,000,000 5,500,004 17,050,000 18,755,000 18755000
Bmbingan Tampacy Penyiuk Lapangar KB Jumlah PLKB yang daymbing Orang T ) nE 13z 66,570,000 - - - -
Monitoring dan Evaluag Terlaksananya monitering dan
evalups! capaian % q ] - 100 15,000,000 [ 0 . 0 R q .
Pelaksanaan dan Pambmaan Kegisten Jumiar Kip BKB yang Malakukan
keiompok BKB d Pasyandu Pembiraan Kp a 0 : 8 15,120,060 0 0 ) 0 ¢
f Jumizh ke ompok Bna Keivarga
hsasi i . R ; .
:Sasu 15451 Kelompak Bina Kaivarga lyanq memahami tupoksirya 7J. Kalp 0 22 56.125,000 0 0 0 3 ! ~ i il
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gl ‘Data ) 'fT-rget_mnepj'.;
e Sas. - o Indikator Tujuan, B C:p:an : - R
aran ada - B T T
Wo | Tofuan Renst | gongira | X000 Program dan Keglatan Sasaran Program dan (S0 Tahun 2013 013 220 221 2022 Kondisi Kinerja Padal """
. . L : o 8| o - : ok - .
: b . RAmi - - - . Akhir Perlode
’ anelra : : : ’ - PR : Lo . .
L - |Target| ~ Rp. Target Rp. = | Target Rp. Target Rp. Target Rp.’ Renstra
am pang odel operasional : - .
el -yt S = T R T - | vorx P s < | ey < o - | ooy 5
Soslalisasi Bina Ketuarga Ballla Hollstk Intagratif | Teriaksananya soslallsasl BKB Hi Kég o 0 3 10,000,000 0 0 0 0
Progrem pembinesn perar serta masyerakel . :
dilam pefayanan KBKR ysng marddl 1 ) v 70 - ] - [] . [} - [ ' .
:Pembingan Tertadu Penyubih Lapangan KB 1 50,750,000 - - -
Pefaksanazn Lomba KB Lestari, Poktan Mandi, | Jumlab kag-atah lomba yang
PLKB Rumbia Teladan dan Kampung KB dilaksanahan Keg 1 *2,000,000 . . N - - - -
Lomba Kaseiuen Gerak PKK KB Kesshatan Jumigh kegiatan lumba PKK KB
Kea yang dilaksanskan Keg 1] 30,000,000 .
Z | Mewulud Menlngkainya Precikat Nilal SAKIP DPD | Nimi B t BB BE Y A B Y -
Pelayansn Peanyalanggara
Birokrasl yang  |an pamarintah
Barsih dan Yang
Akuntabsl Transparsn
dan Auntabel
Program Pelaysnen Admini | Park P Cakupan : . o
ST : kabutyhan dukungan . I ) - : o A : B : v
; Punyslengparpan pamerhigh ;- 100%. 100% | 4.414,380,000 . ‘!03,685,000 L J00% 1,.n:1_t6§&4410 ., 100% {7 1,071,640,500 100% ‘100? _-1I,1'.'!,&Jl_‘550
dalam hal administras s . T RSP A tE A T RN B S
' Aann - o
Patzyanzn Surat Mamyurat dumish sursl wosk dansural | o 10 w 1500000 75 soooco| 150 sco000]  z50 1500000 250 18506¢0 | 250 1,650,006
keluar segera diproses
Penyediagn Jata Komunikas, Sumbar Daya Lama wakiu gemenuhan N 1.844,000 1
Listrik Kebtuhan ai, stk {slapan Tahun 1 1 9,610,040 1 20,860,000 1 26,400,000 1 29,040,000 1 31,844,00 31,944,000
Peryeliaan Jasa Pamefineraan con Puzinan | Junish kanda-aan diies unt 25 5 w0000 = ws0a00m | 35 17aama00| 30 wo0000| 5 2000000 | 6 22,006,000
Kerdaraan Dmas/Operasional opansional yang lapelhare
Pamanuhan Jasa Fangaiola
Panvediaan Jasa Adminlatrasl Keuangan Adminisuas! Keuangan yang Bulan 12 12 138,880,000 | 12 127,510000 | 12 138,012,000 12 155,000,000, 12 170500000 12 424,500,000
terpenypl
.Pmyadlaan dasa Kebeisihan Kantar dan Bahsn [Lingiongan dalam dan Lot kantorl 50 i3] 19,000,000 § 750 42.000,000 [ 750 44.100,000( 750 48,510,000 [ 7SO 53,364,000 | 750 53,361,000
Pomberaih tamplikara
Banyediaan Ala: Tulis Kanior Pamanyhen ATK yang memaca | Bular 12 12 25 000,900 12 43,000,000 12 451500000 12 44,665 000 17 64,631,500 12 54,637,500
Panydiaan Barang Cetakan dan Poriggandaan m’:ﬁ:‘:‘n‘”k dan Tahun 1 1 18500000 | 4 2000000 | 1 28350090 1 850001 1 uass| 1 34,303,500
Penyad:aan Komporay ingtalasi Pemarnan Kebutuhan B | - 5
ListrikiPenaiangan Bangunan Kantor Psnarangan kantor larcadia Tehun o 0 ! o ! s I 5.000.000 ! 850020 ! 5.500,00¢
Pertyediaan B an Bachen Korar, Megslah, |y 4ot vacaan Blosmpsl 4 8 | asogooea| 2400006 % wsaon % 250000, % 1880006 3% 2,850,000
Tebloid) dan Peraluren Panindang-Undsangan ar
Pamaruhan Makar dan minuem
Penyadiaan Makanzn dan Minaman arsadia khugusnya par'a saal Tahur 1 1 3,000,000 1 76,200,000 1 20,010,000 1 28,011,000 1 96,812,100 1 96,812,100
rapat dan ada tamu |__ -
! . Jumlah Rapat clselenggarakan
Rapatrapal Kaordnass dan Koneulasi 64 s | oy dan datwak yong dopa. | Maii 55 45 | sssanean| eo | ezgeaom| 1% | ssgmagng 120 | somoosonol 130 | ssooocoa| 130 | Ssq.00,000
Jan |uar daerah dhadn
Renyediar Jase Administras Patkaniorzn “:Q':;f“a“’a‘ bortrak 4ang | oyang | 13 1 26600000 | 14 u8.900000 | 14 wseesgps| 14 | vaezeasag| o | tzses2esa| 14 | 123652450
(Fenyotiaan Jasa ks dan Pubias Jamiah Wlan 3 mediz magea Ka | 12 [ 12 00000 8 S090006] 8 11500000 8 xo00a0] 4 2600000 4 28.600.000
Program Paninglatan Serans Prasarans Parseniage Cakupan saruna . . . : : H
Aparatr . dan peasarana pelaysnan _.'A 109% 100'5_ 1,!_17&53,000 106% § 1,513,415200 _100%. 115,842,000 10_0.'5. 121',06.1,200 100% 4,867,320 [ 100% 4,667,220
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S L - Data Target Kinaria
N Sasaran e Coe T * Indikator Tujuan, : c::‘::"_ - . : — — Lo
No | Tujuan Renstra’ Kode | ' Program dan Keglatan asaran, Program dan an o : : s : B L Ket -
Tulan Ronsira | 00¢ | °g eglat Sasa " :;9“ Satan | Tnun L2018 W8 - 2020 202 222 | ondisi Kinerja Pada| 51 -
: : gatan ' R:wd : * Akhis Periode |
nstra
Target Rp. " | Target Rp. Target Rp. - |Target Rp. Target Rp. Rerstra
H Jumiah Pembangunan Gedung §
lF:rrbangunar Gedung Kantor Kantar Unit 2 1 42,000,000 2 901,820,000 9 ] 0 0 0 0 0 0
Jumiah Kandarean .
Pergadaan K
ergadaan Kendaraan Oinas/Oparasional dinasioparasianal yang diadakan Unit Q 14 1,372,000,000 12 244,320,000 n o 0 0 ] ]
Pengadar Feralatan Gedumg Kantor ST pargadan perlatan unit 12 12 aoo000 | 0 oo o 12 3500000 0 Jd o ;
Fergazanr Pedenghapan Gecung Kanlor :ﬂﬁh pangadan paengkapan Unit b [ 7,040,000 )] 3 33.000.000 0 0 0 of D 0
Paryadsan Kemputer Jurnlgh Kompatar yang tersedia Unit 11 11 112,680,000 2 215,600,006 i} 0 0 - 0 - 1] R - N
Pengadaan Meheulzir Tersediznya Mebeulair Unit 3 33 38,200,000 1 69,000,090 ] 1 5,000.009 )] 0 9 q
" Jumiah kendaraar
Pameivaraan/Rehabhias! Kendarasn dnasioparasional yang Ut 15 15 | voamom| 2 iz %2 ssia2000 35 HII00] 40 ma2zn| o 78,862,320
Dinasioperasional
terpelinara dangan bak
Pemelihataan ritinbamala Gedung Kantor ;m:;"af.“""g kantor yang Urit 1 1 A0} D 3500000 4 500008 1 ssonao| 1 sosogoo| 1 £.050,000
. Jjumiah Perengkapan gadung
[Pamedfaraan nainibarcaia Perenghapan \antcr yang terpelivara dengan | und 5 5 5500006 | 5 2400000 | 7 amo00| 7 3gs0000 7 4235000 1 4,235,060
Gadyng Kentyr bk
Pemelinaraan/Rehabiites Komputsr Peningkatan Fungsi Komputer Unit 1 A 5,000.C00 12 2,000,000 10 3,150,000 8 5.000.000 12 5.590,C00 i2 5.500,000
Renabitasl cadangiberat gadung kantor :;‘i:ﬂ*‘“““ Fungsl Gedung unt b 2 4000000 | 1 sssaa| o ] d o 0 -
Pragram Pactingkatan Oiwipiin Aparatur {Peryentans pamanhan . T iy
P [y Hasifitas. pemegkatan disiplin % . ﬂﬂ% 9% 34,420,900 100%_ ,0004809 ] 100% $7.000.609 7 100% - 35,500,000 | 100% 42,350.400 | 100% 42,250,000
Pengadasn Pakaian Khusus Hari - Harl Tertony ;‘;’;::“P;f;"s;:“”g momakal | org 8 a0 4200|665 Apononn| &0 0000|380 asa00| 80 w000 o 50,250,000
Pengacaar Pakaan Dings Beserta Jumizh Pegaws) yarg memakal N .
|Mmgkapanm P aian Dinas Haria® Busat org 0 0 0 0 i 50 12,000000| 30 12000000| 8¢ 12030000 50 12,000,310
Program F ' .7 Sumbor F patilngk SO T R B RS S I REEET A B T S
Daya Aparatir . - . . Kapasit parwts [ 6.25% | . 15000000 5000000 | 31.26% - 50400000 | 5.25% | 60,000,000 160,000 | “81.25%] 7 60,000,900 § e
\Penaidikan dan Pelatinan Nor Formal Jumiah Pagewai yang mengiki | Org 1 1 15,000,600 1 35,000,000 1 30000000 2 40000000 | 2 40.000.000) 2 40,000,000
diklat struktuesl den Sdministrasi
Rirbingan Tekhrtis Aparatur Jumlah Pegawai yarg menglkutl
|bimeingan taknns Qrg 0 0 - o 2 20,000,000 2 20,000,000 2 20,000.000 2 20,000,000
Progrem 4 Pangembangan Sistam | Meningkattiya sistam g R . . .
Pslaporan Capaian Kinorjs dan euangan  [palaporan capalan kinarja dan Dok [ 4 . bl 5,000,600 2 12,400,060 H - 42,400,080 2 12,400,000 H 12,400,600
) [kesangan yang herkualitas A .
‘Peryusunan Laporan Kirara dan ikdiisar Jumizh Laporan Kinerja yang -
Perangkat Daarh {berkualitas dan tepat waktu Dok 0 0 - 1 2,500,000 1 9,900,000 1 9,900,000 1 9,900,000 1 9,900,000
Perwsunan Laporan Kegangan Akhir Tahun  |Jumiah Laporan Keuangan Akhir Lap 8 c R N 2500.000 1 2,500,068 1 2500,000 ! 2.500.200 1 2,500,000
Tahun yang akuniabel dan tepal
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. o Da;ta . o Target Kinerja
S I .Sasa.ran T i : : .+ Indikator Tiuan, ; C;pl;}:n - - - . K )
No| TujuanRenstra | - . gy |- Kode Program dan Keglatan - |, | Gagaran, Program dan. | Satuan| ..y, 2018 S L DR RS |} Jooa0 . 2022 .0 |Kondisi Kinerja Fada | .
SRR I - - - Keglatan Bwal ey Pl - - S — *- AKRir Perlode
Renstra . : T v : ; L
_ . |Target| "~ Rp, . |Target| "Rp.- {Target| Rp. |Target| ~Rp. |Targei| Rp - Renstra
iProgram Penirgkatan Sistem Perancanaan rﬁeﬂhg!utnw dwem : [ - Vg 5 A IS ] < 13,000,000
SKED R . |perencamaan yang berkusltas | Dok 8 ] B ] ApEogen| 4 U T120m0m0f 4 )T 2000000 4 cof3000000f 4 12,000,
Penyusunan Doxumen Renstra SKPD Jumiah Dokumen Renslra yang Dok [1} 1 - 1 43,600,800 [} - [i - a 0 -
ersusun
Fenyusunan Rens OPC ;l:r::as:rlljukumm Renja yang Dok a o : o 2,500,000 2 £.000,006 2 6,000,006 2 5,000.000 2 £.000,000
Peryusunan RKA OPD f:;ng:t’l‘:lnkumm RKA yang Dok 0 ¢ . 1 2,500,000 3 000,650 Fl 6.000,0c4 H] £,000,00¢ 2 £.006,90C
. JUMLAN. i .| 11434 487,100 8,069,507,200 _u.nt:r._ﬁs,m 10,335,714,400 10411,244,740 1n.l11._zi1,wi
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting daiam proses penyusunan Renstra Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana adalah ketersediaan
indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja
pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan
pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat
penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah,
Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan
daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran
keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan

kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPIJMD adalah
indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh
Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten
Bombana dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja yang mengacu pada
tujuan dan sasaran RPIMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan.
Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam
pelaporan kinerja selama tiga tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh
aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana kabupaten

Bombana.

Berikut ini adalah indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana tahun 2017 — 2022 dengan mengacu pada
tujuan dan sasaran RPIJMD Kabupaten Bombana disajikan pada Tabel 7.1 sebagai
berikut :
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2017 - 2022

Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keiuarga Berencana

Tabel 7.1

Dengan Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

N Kondisl |
Kondist kli)nt.::jrja
Kinerja ; ; ada
N Uraian Awal Target Capaian Setiap Tahun Akhir
° Periode Periode
RPIMD r _ RPIMD
2018 | 2019 | 2020 [ 2021 | 2022
1 | Sasaran | Rasio % | 78.66% 80.8 | 82.77 | 83.18 Er&‘l.Sﬁ 85.88 | B5.88%
Akseptor 6% % % % %
KB
Program ]
a. Pelayan | Persenta 100% 112 § 100% | 100% | 100% | 100% 100%
an | se %
Kontras | Cakupan | %
epsi Peserta
| i |KBBaru o _ N
b. Keluarg ; Cakupan r_
a PUS
Berenca | yang
na ingin
berk® w | 178am | Bt B0 | mosw | g0 | 707 | 7,00%
terpenu ]
hi *
{Unmet
S | MNeed) | ¢ 4 i ]
c. Pengen | Rata-
dalian rata
Pendud ! Jumlah 0 3,01
ok Anak g 3,014 4 3,010 ; 3,008 | 3,005 | 3,000 3,000
Per
Keiuarga
d. Penyiap | Persenta
an se
Tenaga | cakupan
Pendam | anggota
in Po 7 . .
elomp Tri';tif‘: % | 6820% | 707 | 73931 T80 g700 | s0% | 80%
ok Bina | dan
Keluarg | UPPKS
a yang
ber-KB
2 | Sasaran Hasil
Evaluasi
SAKIP
Dinas PP Ni
dan KB lai - cC cC BB BB A A
Oleh
Inspekto
rat
Daerah
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BAB VIII
PENUTUP

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa
penyusunan “Revisi Rencana Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga

Berencana Tahun 2017 — 2022" dapat terselesaikan.

Rencana Strategi (Renstra) ini disusun dalam rangka menindaklanjuti
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dimana dalam penyusunannya
mengacu pada Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD)
Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2017 — 2022,

a. Pedoman Transisi

Masa berlaku Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 adalah
selama tiga tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi
kekosongan dokumen perencanaan, maka Renstra Tahun 2017-2022 dapat digunakan
sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana Tahun 2020, dengan tetap berpedoman
pada RPIMD Kabupaten Bombana Tahun 2017 - 2022.

b. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 vyang
perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga
Berencana Kabupaten Bombana agar mendukung pencapaian target-target
Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan
sebaik-baiknya.

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana dapat

55




REV!SI RENSTRA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2017 - 2022

menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.

. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten
Bombana akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan
dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tiga tahun. Untuk menjaga
konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan
Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten
Bombana wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana.

. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target
Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten
Bombana, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan,

pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala,

Rumbia, Oktober 2019

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Kelsarga Berencana
bupaten Bombana,

..._V.w-*

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19651231 199401 1 009
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L

menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.

. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten
Bombana akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan
dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tiga tahun. Untuk menjaga
konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan
Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten
Bombana wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana.

.Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target
Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten
Bombana, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan,
pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

\‘ BUPATI BOMBA

/z,(n. TAFDIL
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